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ABSTRAKSI 

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 
berikut: 1 .Mengapa pendiri negara memberikan kekuasaan yang sangat besar pada 
eksekutif dalam UUD 1945 sebelum amandemen?. 2 .Mengapa terjadi pergeseran 
pada kekuasaan eksekutif setelah UtJD 1945 diamandemen?. 3 .Bagaimanakah 
prospek kekuasaan eksekutif dalam kehdupan ketatanegaraan Indonesia di masa 
yang akan datang? 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Jenis 
Data yang akan dikumpulkan adalah data sekunder, sebab penelitian ini 
merupakan penelitian hukum normatif. Cara memperoleh data dilakukan dengan 
cara s t u l  pustaka (library research). Analisis data dilakukan dengan menyeleksi 
dan mengklarifikasi data secara sistematis, logis dan yuridis. Penelitian ini 
merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, maka data 
dianalisis secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditarik kesimpulan 
sebagai benkut: 1.Kekuasaan yang sangat besar pada eksekutif dalam UUD 1945 
sebelum amandemen diberikan karena pendirian suatu negara lperlukan adanya 
sistem pemerintahan yang stabil, selain itu UUD 1945 hanya bersifat sementara 
yang lperlukan untuk melengkapi kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga 
pemberian kekuasaan eksekutif yang besar tersebut sebenarnya juga bersifat 
sementara saja. Akan tetapi pada prakteknya kekuasaan eksekutif yang besar 
tersebut dipertahankan demi melanggengkan kekuasaan pemimpin negara yang 
sedang berkuasa sebagaimana yang telah terjadi pada masa Orde Lama clan Orde 
Baru. 2.Terjadinya pergeseran pada kekuasaan eksekutif setelah UTJD 1945 
diamandemen disebabkan oleh lemahnya checks and balances dalarn 
penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan ULTD 1945 sebelum amandemen yang 
oleh beberapa pakar Hukum Tata Negara lsebut sebagai salah satu kelemahan 
UUD 1945. Lemahnya checks and balances tersebut telah menciptakan 
pemerintahan yang diktator di masa lalu, sehingga pergeseran kekuasaan eksekutif 
ke lembaga legislatif menjadi salah satu agenda utarna dalam amandemen UUD 
1945. 3 .Prospek kekuasaan eksekutif dalam kehdupan ketatanegaraan Indonesia 
di masa yang akan datang diharapkan kewenangan mutlak Presiden (hak 
prerogatif) tidak dikaitkan dengan DPR kecuali yang berhubungan dengan politik, 
karena bagaimanapun j uga Presiden hams mempertanggunj awabkan j alannya 
pemerintahannya kepada rakyat secara mandiri tanpa diikuti dengan DPR. Hal ini 
jelas tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam amandemen UUD 1945 
khususnya tentang pemilihan pemilihan Presiden secara iangsung yang artinya 
Presiden sudah bukan lagi sebagai mandataris dan tidak bertanggungjawab kepada 
parlemen (MPR, DPR, dan DPD), tetapi dalam melaksanakan hak prerogatifnya, 
Presiden hams selalu minta pertimbangan dan persetujuan kepada DPR sedangkan 
kedudukannya sej aj ar. 

Kata Kunci: Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Amandemen UUD 1945 

vii 



BAB I 

PENDAHCILUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara adalah institusi masyarakat (organisasi masyarakat) terbesar 

yang mempunyai wilayah tertentu, penduduk dan pemerintahan yang 

berdaulat sebagai prasyarat berdirinya suatu negara. Ajaran Marsilius (ajaran 

yang banyak dipengaruhi oleh ide Anstoteles) menyatakan bahwa negara 

adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hdup dan 

mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan 

perdamaian. Negara juga berarti asosiasi yang menyelenggarakan penertiban 

suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukurn 

yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut 

diberi kekuasaan memaksa. ' 
Istilah dan konsep tentang "Negara Hukum" telah populer dalam 

kehdupan bernegara di dunia telah ada sejak lama sebelum berbagai macam 

istilah yang disebut-sebut sebagai konsep Negara Hukurn lahur. Embrio 

munculnya gagasan negara hukum &mulai semenjak Plato. Ketika itu Plato 

mengintrodusir konsep Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia 

tuanya. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara 

yang baik adalah yang berdasarkan atas hukum (pola pengaturan) yang baik.* 

1 Muhammad A h ,  Dernokrasi dan Hak Asasi Manwia daIarn Konstitusi Madinah dan 
Undang-Undang Dasar 1945, cetakan pertarna, UII Press, Yogjakarta, 2001, halaman. 64. 

Ridwan, Hukum Adminisirasi Negara, cetakan pertarna, LJII Press, Yogyakarta, 2002, 
halarnan. 2. 



Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara 

yang djalankan berdasarkan aturan konstitusi clan hukum yang berdaulat. 

Lebih lanjut George Sabine menggambarkan gagasan Aristoteles dengan 

menyatakan bahwa: "Aturan konstitusional dalam negara berkaitan secara 

erat, juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia 

atau hukurn terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukurn, oleh sebab 

itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik 

dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak".3 

Secara umum dapat diketahui konsep negara hukum yang terbagi ke 

dalarn dua kelompok besar istilah yang sangat terkenal dan berpengaruh. 

Kedua istilah ini adalah "rechtsstaaf' Jerman yang mulai populer di Eropa 

sejak abad 19 dan "the rule of the law" Inggris yang populer dengan terbitnya 

sebuah buku karangan Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul 

"Introduction to the study of the law of the con~tituition".~ 

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa 

hukurn adalah "supreme" dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara 

atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada 

kekuasaan & atas hukurn (above the law) semuanya ada di bawah hukum 

(under the rule of law). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang 

- 

3 Dahlan Thaib, Kedaulafan Rakyat, Negara Hukum h n  Konstifusi, cetakan kedua, 
Liberty, Jogiakarta, 2000, halaman. 2. 

Philipus M. Hadjon, Ide Negara Huhm hiam Sistem Ketafanegaraan Republik 
Indonesia, makalah dalam siiposium tentang Politik, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan 
dalam Rangka Dies Natalis XIlLustrum Vm Universitas Airlangga-Surabaya, 3 November 1994, 
halaman. 6. 



sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse 

of power). 

Dalam perkembangannya konsep tentang negara hukum mengalami 

pembaharuan. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh 

International commission of jurist dalam konferensinya di Bangkok pada 

tahun 1965. International commission of jurist merupakan organisasi ahli 

hukurn internasional. Mereka meninjau kembali rumusan negara hukum yang 

telah berkembang sebelumnya terutarna konsep rule of law. Hasil 

pengembangan rumusan negara hukum yang telah dilakukan oleh 

International commission of jurist hsebutkan bahwa pengertian dan syarat 

suatu negara hukum atau pemerintah yang demokratis & bawah rule of the law 

adalah sebagai b e r i k d  

1. Adanya proteksi konstitusional. 

2. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak. 

3. Pemilihan urnurn yang bebas. 

4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 

5 .  Kebebasan berserikatherorganisasi dan oposisi. 

6. Pendidikan kewarganegaraan. 

Di Indonesia, simposium mengenai negara hukum pernah Qadakan di 

Jakarta pada tahun 1966. Hasil simposium menyebutkan bahwa ciri-ciri khas 

negara hukum adalah sebagai berikut: 

5 Bagir Manan, Perlumbuhan dan Perkembangan Konslzzusz Sualu Negara, Cetakan I ,  
Mandar Maju, Bandung, 1999, halaman. 1 56. 

6 Dahlan Thaib, op.cit, halaman. 25. 
Ibid. 



1. Pengakuan dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia yang mengandung 

makna persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan 

kebudayaan. 

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhl oleh 

sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun jua. 

3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada sistem 

konstitusional dalam artian, menjadikan ketentuan-ketentuan konstitusi 

sebagai rujukan paling mendasar dalarn setiap pelaksanaan pemerintahannya. 

Konsekuensinya, Indonesia menganut konsep negara hukum. Sistem tersebut 

kemudan dijelaskan dalam penjelasan sebagai negara hukum bukan negara 

kekuasaan Dalam penjelasan UUD 1945 secara tegas dinyatakan sebagai 

negara hukum, rurnusan kata berbunyi sebagai berikut "Negara yang 

berdasarkan atas hukum" atau disebut ccRechtsstaat'7 dan ditegaskan pula 

bahwa Indonesia bukan negara yang berdasar atas "Kekuasaan Belaka" atau 

disebut "Machtstaat" secara yuridis konstitusional Indonesia sebagai negara 

hukum. 

Materi Konstiusi tentang kewenangan dan cara bekerjanya lembaga- 

lembaga negara biasanya dsebut Sistem Pemerintahan Negara. Menurut 

sejarah, pembagian kekuasaan negara itu berrnula dari gagasan tentang 

pemisahan kekuasaan negara ke dalam berbagai organ agar tidak terpusat di 

tangan seorang monarlu (raja absolut). Gagasan itu, antara lain dkemukakan 

oleh John Locke melalui bukunya yang berjudul Two Treaties of Government, 



bahwa agar pemerintah tidak sewenang-wenang hams ada pembedaan 

pemegang kekuasaan-kekuasaan dalam negara ke dalam tiga macam 

kekuasaan, yaitu:8 

1. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang) 

2. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang) 

3. Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara- 

negara lain). 

Montesquieu melalui bukunya "L'esprit des Lois" menawarkan 

alternatif yang agak berbeda dari yang ditawarkan John Locke. Menurut 

Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan 

kekuasaan negara ke dalam organ-organ Legislatif, Eksekutif, dan Yudkatif. 

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang; eksekutif 

melaksanakan undang-undang; yudikatif mengadili kalau terjadi pelanggaran 

atas undang-undang tersebut. Jika dibandingkan akan segera terlihat 

perbedaan konsep John Locke dan Montesquieu sebagai berikut:' 

1. Menurut John Locke, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang 

mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu sendiri berarti 

melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan 

luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdri sendiri. 

2. Menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif 

karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif 

Moh. Mamd MD, Dasar dan Strukur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, 
Jakarta, 2001, halaman. 73. 

lbid. 



sedangkan kekuasaan yudikatif hams merupakan kekuasaan yang berdiri 

sendiri dan terpisah dari eksekutif. 

Pada kenyataan, sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian 

kekuasaan yang dilakukan Montesquieu yang lebih diterima. Kekuasaan 

federatif di berbagai negara sekarang ini dilakukan oleh eksekutif melalui 

Departemen Luar Negerinya masing-masing. Pembagian kekuasaan-kekusaan 

itu ke dalarn tiga pusat kekuasaan oleh Emmanuel Kant kemudan lber i  nama 

Trias Politika (Tri=tiga; As=poros/pusat; Politika=kekuasaan) atau tiga 

pusatlporos kekuasaan negara.1° 

Cara beke rja dan berhubungan ketiga poros kekuasaan tersebut &pat 

disebut sebagai sistem pemerintahan negara, dengan demihan yag lmaksud 

sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara 

lembaga-lembaga negara. Di dalam studi ilmu negara dan ilmu politik, dikenal 

adanya tiga sistem pemerintahan negara, yaitu Presidensiil, Parlemeter, clan 

~eferendum. ' ' 
Sejarah ketatanegaraan Indonesia, setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 

Agustus 1945 Indonesia pernah mempergunakan beberapa konstitusi tertulis 

selain UUD 1945. Masing-masing konstitusi tertulis tersebut mengatur 

mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia yang berbeda-beda antara 

satu dengan lain. 

'O Ibld. 
Ibid, halaman. 74. 



Periode tahun 1945 - 1949 sebagai masa berlaku Undang-Undang 

Dasar 1945 yang ditetapkan 1 8 Agustus 1945 menghendaki sistem 

pemerintahan presidensiil. Kekuasaan eksekutif dalam UUD 1945 

menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang kuat dan stabil. Untuk 

mencapai maksud tersebut UUD 1945 menggunakan prinsip-prinsip: sistem 

eksekutif tunggal bukan kolegal; Presiden adalah penyelenggara 

pemerinhhan (chief of executive) dan sekaligus sebagai kepala negara (head of 

state); Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada MPR; 

selain wewenang administrasi negara, Presiden mempunyai wewenang 

mandiri dalam membuat aturan-aturan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. Di sarnping itu dengan alasan kegentingan yang memaksa 

Presiden dapat menebitkan Perpu yang kedudukannya sederajat dengan UU; 

Presiden memiliki kekuasaan di bidang legslasi bersama-sama DPR; Presiden 

dapat menolak mengesahkan RUU yang diajukan oleh DPR. 

Periode 1949 - 1950 sebagai masa RIS, tetapi pemerintahan RIS yang 

pertama kali dibentuk tidak dijalankan berdasarkan sistem parlementer murni, 

karena parlemen tidak dapat memaksa kabinet atau Menteri mengundurkan 

&ri berdasarkan suatu mosi tidak percaya. Kekuasaan eksekutif menurut 

Konstitusi RIS, dapat dijumpai pada Pasal 68 Konstitusi RIS yang 

menyatakan, bahwa Presdien dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan 

Pemerintah. Sebagai tugas utama eksekutif, menurut Pasal 117 Konstitusi RTS 

adalah pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan 



teristimewa mengurus, supaya konstitusi, UU Federal dan peraturan-peraturan 

lain, yang berlaku untuk RIS dijalankan. 

Periode 1950 - 1959 yaitu masa UUD 1950 yang menjalankan secara 

penuh sistem Pemerintah Parlementer. Kekuasaan eksekutif dalam UUDS 

1950 yang menganut sistem parlementer, dialokasikan kepada Dewan Menteri 

yang diketuai oleh Perdana Menteri. Dewan Menteri tersebut bertugas untuk 

senantiasa memberitahukan segala urusan yang penting kepada PresQen dan 

Wakil Presiden, sedangkan Presiden lebih diperankan sebagai kepala negara 

yang mempunyai otoritas untuk membentuk kementrian-kementriannya; 

menunjuk person yang bertugas untuk membentuk kabinet; mengangkat 

Perdana Menteri; serta menetapkan menteri-menteri. 

Seiring dengan Qnamika politik dan hukum ketatanegaraan yang 

berkembang, telah terjaQ amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. 

Reformasi konstitusi dalam bentuk amandemen atau perubahan UUD 1945 

tersebut dilakukan oleh karena UUD 1945 mengandung sejumlah kelemahan 

krusial, misalnya tidak memberikan atribusi kewenangan yang jelas dan tegas 

kepada lembaga tinggi negara, memuat pasal-pasal ambigu, dan bersifat 

executive heavy. Pasca amandemen UUD 1945, terlihat ada penguatan 

kedudukan DPR bahkan sebagian kewenangan Presiden yang bersifat mutlak 

(prerogatif) maupun kewenangan administrasi lembaga tinggi lainnya ikut 

beralih kepada institusi DPR. Hak mutlak Presiden yang tercantum dalam 

konstitusi berdasarkan ketentuan baru, implementasi kekuasaan prerogatif itu 

dikaitkan dengan peran dan fungsi DPR. Ada yang Qtentukan harus Qsetujui 



DPR; ada yang hams mendapat pertimbangan oleh DPR; atau ada pula 

pelaksanaannya ditentukan hams Qatur lebih dahulu dengan Undang-undang 

yang tentunya melibatkan peran DPR. Kekuasaan Presiden itu antara lain: 

pengangkatan dan pemberhentian Kapolri; pengangkatan clan pemberhentian 

Panglma TNI; pengangkatan dan penerimaan Duta Besar dan Konsul; dan 

pemberia amnesti dan abolisi; clan kewenangan membuat perjanjian 

internasional lainnya. 

Berdasarkan keadaan tersebut, penulis akan melakukan penelitian 

dalarn bentuk tesis terhadap pergeseran kekuasaan eksekutif di Indonesia 

sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengapa pendiri negara memberikan kekuasaan yang sangat besar pada 

eksekutif dalam UUD 1945 sebelum amandemen ? 

2. Mengapa terjadi pergeseran pada kekuasaan eksekutif setelah UUD 1945 

diamandemen ? 

3. Bagaimanakah prospek kekuasaan eksekutif dalam kehdupan 

ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang ? 



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dcapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

b e r h t :  

1. Untuk mengetahui mengapa pendiri negara memberikan kekuasaan yang 

sangat besar pada eksekutif dalam UUD 1945 sebelurn amandemen. 

2. Untuk mengetahui mengapa te jadi pergeseran pada kekuasaan eksekutif 

setelah UUD 1945 diamandemen. 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah prospek kekuasaan eksekutif dalam 

kehdupan ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang. 

D. Kerangka Teori 

1. Konstitusi 

a. Pengertian Konstitusi 

Secara etimologis antara kata "konstitusi", "konstitusional", 

dan "konstitualisme" inti maknanya sama, namun penggunaan atau 

penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan 

mengenai ketatanegaraan (Undang-undang dasar, dan sebagainya), 

atau Undang-Undang Dasar (UUD) suatu Negara. Dengan kata lain, 

segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa 

kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpang konstitusi, berarti 

tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional. Berbeda 

halnya dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai 



pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui 

konstitusi.12 

Dalarn wacana politik kata 'konstitusi' biasanya digunakan 

paling tidak dua pengertian. Pertama, kata ini digunakan untuk 

menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, 

kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau 

mengarahkan pemerintahan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat 

legal, dalam arti pengadilan hukum mengakui dan menerapkan 

peraturan-peraturan tersebut, dan sebagian bersifat non-legal atau 

ekstra-legal, yang berupa kebiasaan, persetujuan, adat atau konvensi, 

sesuatu yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum tetapi tidak 

kalah efektifhya dalam mengatur pemerintahan dibandingkan dengan 

apa yang secara baku disebut hukum. 

Di hampir semua negara d~ dunia, sistem ketatanegaraan berisi 

campuran dari peraturan legal dan non-legal ini, sehngga bisa 

menyebut kurnpulan peraturan ini sebagai Konstitusi. Bahkan ketika 

berbicara tentang Konstitusi Inggris, ini merupakan makna yang lazim, 

jika bukan satu-satwya makna yang munglun, dari kata ini. Konstitusi 

Inggris adalah kurnpulan peraturan legal dan peraturan non-legal yang 

mengatur kewarganegaraan di Inggris. Peraturan-peraturan hukum itu 

tenvujud dalam undang-undang seperti Act of Settlement yang 

l2 Dahlan Thaib, dkk, Teori dan Hukurn Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, 
halaman. 3. 



mengatur perihal suksesi kekuasaan, Undang-Undang Perwalulan 

Rakyat (Representation of the People Acts) yang sejak 1832 secara 

bertahap memperkenalkan pengakuan hak pilih universal, Undang- 

Undang Peradilan (Parliament Acts) tahun 191 1 dan 1949 yang 

membatasi kekuasaan Majelis Rakyat (House of Lords). Peraturan- 

peraturan hukurn itu mungkin juga terdapat dalam tata tertib-tata tertib 

dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan orang yang berwenang 

menurut undang-undang atau orang yang mempunyai hak prerogatif; 

dan peraturan-peraturan hukurn itu tenvujud dalarn keputusan- 

keputusan pengadilan. Peraturan-peraturan yang bersifat non-legal 

dalam adat atau tradisi seperti ketika Sang Ratu setuju dengan 

rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Majelis Tinggi dan 

Majelis Rendah atau ketika Perdana Menteri memegang jabatan karena 

dan sepanjang Qrinya memperoleh kepercayaan dari mayoritas dalarn 

Majelis Rendah. Semua peraturan ini merupakan bagian dari 

Konstitusi Inggris. 

Menurut Soehino, konstitusi adalah dokurnen yang memuat 

aturan-aturan hukurn dan ketentuan-ketentuan hukurn yang pokok- 

pokok atau dasar-dasar yang sifatnya, baik tertulis maupun tidak 

tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu 

13 negara. Lebih lanjut dikatakan, undang-undang dasar adalah suatu 

l3 Soehino, Hukum Tata Negara, Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia, 
Liberty, Yogyakarta, 1985, halaman. 182. 



kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan- 

ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya 

tertulis, yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara.14 

Dari pendapat tersebut tampak jelas bahwa pengertian 

konstitusi dan undang-undang dasar adalah berbeda. Akan tetapi, tidak 

semua pakar sependapat dengan pembedaan tersebut. Sri Soemantri 

dalam disertasinya mengartikan konstitusi sarna dengan undang- 

undang dasar.15 Penyamaan arti dari keduanya ini sesuai dengan 

praktek ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia 

tennasuk Indonesia. l6 

Namun begitu, Herman Heller berpendapat bahwa jika 

pengertian undang-undang hams dihubungkan dengan pengertian 

konstitusi, artinya undang-undang dasar itu baru merupakan sebagian 

dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis saja.17 

Konstitusi adalah kerangka negara yang diorganisasikan 

melalui dan dengan hukum, yang dalarn ha1 itu h u h  menetapkan.I8 

1) Pengaturan pendirian institusi-institusi yang tetap. 

2) Pengakuan fungsi dari lembaga-lembaga yang perrnanen itu. 

3) Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. 

l4 Ibld. 
15 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 1987, 

halaman. 1. 
l6 Dahlan Thaib, dkk, Teori dm Hukum Konstitusi, op.cit., halaman. 9 .  
17 Ibld., halaman. 1 1. 
l8  Ibid., halaman. 12. 



Kemuhan C.F. Strong menambahkan dan melengkapi definisi 

dari James Bryce h atas dengan pendapatnya sendiri :I9 

"Constitution is a collection ofprinciple according to which the 

power of the government, the rights of the governed, and the relations 

between the two are adjusted". 

Batasan konstitusi h atas dapat diringkaskan sebagai berikut.20 

1) Kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas) 

2) Hak-hak dari yang diperintah 

3) Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah 

K.C. Wheare memberi definisi konstitusi sebagai berikut : 

"the whole system ofgovernment of a country, the collection of 

rules which establish and regulate or govern the 

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia : 

"Keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa 

kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau 

memerintah dalam pemerintahan suatu negara". 

Selanjutnya K.C. Wheare menulis bahwa dalam dunia politik 

konstitusi setidaknya digunakan dalam dua pengertian. Pertama, dalam 

arti luas, berarti sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan 

lumpunan peraturan yang menjadi dasar serta mengatur pemerintahan 

dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya. Sistem pemerintahan itu di 

l9 Muhammad Alim, op.czt, halaman. 32. 
20 Did. 
21 K.C. Wheare, Modem Co~atitutions, Oxford University Press, London, 1996, 

halarnan. 1. 



dalamnya terdapat campuran dari pelbagai tata peraturan balk yang 

bersifat hukum maupun peraturan bukan atau di luar hukum. Kedua, 

dalam pengertian sempit yaitu sekumpulan peraturan yang legal dalam 

lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam "satu atau 

beberapa dokurnen" yang terkait satu sama lain.22 

Menurut K.C. Wheare, minimal konstitusi itu berisi "rules of 

law".23 " Ia mengatakan bahwa sifat yang khas dan mendasar dari 

bentuk konstitusi yang terbaik dan ideal adalah konstitusi itu hams 

sesingkat mungkin untuk menghndarkan kesulitan-kesulitan para 

pembentuk undang-undang dasar memilih mana yang terpenting dan 

hams dicantumkan dalam konstitusi dan mana yang tidak perlu pada 

saat mereka akan merancang suatu undang-undang dasar, sehingga 

hasilnya dapat diterima baik oleh mereka yang akan melaksanakan 

maupun pihak yang akan dilindungi oleh undang-undang dasar 

ter~ebut" .~~ 

Mengenai materi muatannya, C.F. Strong mengemukakan 

bahwa konstitusi itu merupakan kurnpulan asas-asas yang mengatur 3 

(tiga) materi muatan pokok, yaitu : 

1) Kekuasaan pemerintah (dalarn arti luas); 

2) Hak-hak yang diperintah (hak-hak asasi); dan 

22 Ibid , halaman. 14. 
23 K.C. Wheare, op.cit., halaman. 34.  Lihat juga Dahlan Thaib dkk, Ibid., halaman. 17 
l4 Dahlan Thaib dkk, Ibid. 



3) Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.25 

Halukat dari suatu konstitusi adalah mengatur pembatasan 

kekuasaan dalam negara. Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam 

konstitusi itu pada umumnya menyangkut 2 (dua) hal, yaitu 

pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan 

kekuasaan yang berkaitan dengan ~ a k t u . ~ ~  

Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. A. Hamid S. Attamimi, dalarn disertasinya 

berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang 

dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus 

tentang bagaimana kekuasaan negara hams dijalanl~an.~~ 

Konstitusi biasanya diklasifikasikan ke dalam Konstitusi 

tertulis dan tak tertulis, dan Britania sering dianggap sebagai satu- 

satunya contoh yang masih ada dari jenis yang kedua (tak tertulis). 

Akan terlihat bahwa definisi 'Konstitusi' yang dipakai dalam buku ini 

menunjukkan bahwa sesungguhnya semua Konstitusi itu tertulis. 

Konstitusi dapat diklasifikasikan menurut metode yang 

dengannya Konstitusi dapat diamandemen. Kita menempatkan dalam 

satu kategori Konstitusi-Konstitusi yang dapat diamandemen oleh 

legislatif melalui proses yang sama sebagaimana dilakukan pada 

25 A. Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Redejinisi Peran dm Fungsi 
Mahkamah Agung Unfuk Membangun Indonesia Baru, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, 
halaman. 10. 

26 Ibjd. 
27 Dahlan Thaib, op. cif., halaman. 63. 



hukum lain, dan hta menempatkan dalam kategori lain Konstitusi- 

Konstitusi yang memerlukan proses khusus untuk 

mengamandemennya. Kelompok pertama jumlahnya sangat kecil. 

Konstitusi Selandia Barn merupakan salah satu contoh kecil yang 

dapat disebutkan. Sedangkan kebanyakan Konstitusi dunia masuk 

kelompok kedua, mulai dari Konstitusi Soviet, yang semata-mata 

memerlukan 213 mayoritas dari tiap-tiap lembaga Tertingg Soviet, 

hingga Konstitusi Amerika, Switzerland, atau Australia, dimana 

parlemen itu sendiri tidak dapat mengamandemen Konstitusi tetapi 

memerlukan kerja sama dan persetujuan dengan lembaga-lembaga 

masyarakat yang lain. Metode pengklasifikasian pada Konstitusi ini 

biasanya digambarkan sebagai pengklasifikasian ke dalam Konstitusi 

yang fleksibel dan Konstitusi yang kaku (rigd), sebuah 

pengklasifikasian yang berasal dari Lord Bryce dan dijelaskan dalarn 

bukunya Studies in History of Jurisprudence. Ketika tidak ada proses 

khusus yang diperlukan untuk mengamandemen Konstitusi, ia disebut 

'fleksibel', ketika proses hukum diperlukan, ia disebut ' k a k ~ ' . ~ ~  

Bentuk pengklasifikasian ini mempunyai kegunaan. Ia 

didasarkan pada pembedaan yang riil dan valid. Istilah 'fleksibel' dan 

'kaku' mempunyai keleblhan, yaitu istilah-istilah itu dapat digunakan 

untuk menunjukkan perbedaan tingkatan. dapat Qkatakan bahwa, 

- - 

28 K. C. Wheare, K o n s ~ i ~ u s i - K o s i  Modern, te rjemahan Muhammad Hardani, Pustaka 
Eureka, Surabaya, 2003, halaman. 23. 



karena hambatan-hambatan hukurn untuk mengamandemen Konstitusi 

di Amerika, Denmark, Swiss dan Australia jauh lebih besar daripada 

hambatan-hambatan hukurn yang terdapat, misalnya, di Nonvegia, 

Perancis dan Rusia, maka Konstitusi di empat negara yang pertama 

lebih kaku daripada Konstitusi di tiga negara yang disebut ter&r. 

Adalah mungkin membuat tingkatan Konstitusi sesuai dengan tingkat 

rigiditas, meslupun dalam beberapa kasus sudah pasti sulit untuk 

menentukan yang mana di antara dua kelompok penghambat 

amandemen yang mempunyai tingkat rigiditas yang lebih besar. 

Tetapi, pembandngan semacam itu boleh j a l  bisa memberikan 

pelaj arm yang berguna. 

Ada metode lain pengklasifikasian Konstitusi yang berkait erat 

dengan pengelompokan Konstitusi "rigid" dan "fleksibel" sebagaimana 

pengertiannya yang asli. Konstitusi-Konstitusi lkelompokkan ke 

dalam kategori Konstitusi yang supreme terhadap legislatif yakm yang 

tidak dapat diamandemen oleh badan legislatif dan Konstitusi yang 

tidak supreme terhadap legislatif. Klasifikasi semacam ini mencakup 

percabangan dari kategori "kaku". Konstitusi-Konstitusi yang 

arnandemennya memerlukan proses khusus dan menempatkan pada 

satu sisi Konstitusi-Konstitusi yang proses amandemennya tidak 

berada dalam kewenangan badan legislatif semata. Konstitusi- 

Konstitusi ini supreme terhadap badan legislatif. Beberapa contoh dari 



Konstitusi yang supreme, dalarn pengertian ini, adalah Konstitusi 

Amerika, Australia, Swiss, Irlandia dan Denmark. 

Konstitusi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan metode yang 

dengannya kekuasaan pemerintahan didistribusikan di antara 

pemerintah semua negara dan pemerintah daerah yang menjalankan 

kewenangan atas Negara-negara bagan. Berdasarkan prinsip inilah 

Konstitusi diklasifikasikan sebagai "federal" dan "kesatuan". Dalam 

Konstitusi federal, kekuasaan pemerintah dibagi antara pemerintah 

untuk seluruh negara dan pemerintah untuk negara-negara bagian 

sedemikian rupa sehingga masing-masing pemerintah secara hukurn 

mandri dalam wilayahnya sendiri. Pemerintahan serikat (pemerintahan 

untuk seluruh Negara) mempunyai daerah kekuasaannya sendiri dan 

menjalankan kekuasaannya tanpa kontrol dari pemerintah negara- 

negara bagian, dan pemerintah negara bagian menjalankan 

kekuasaannya tanpa dikontrol oleh pemerintah pusat. Khususnya, 

badan legislatif negara serikat mempunyai kekuasaan terbatas, dan 

badan legislatif negara bagian atau propinsi mempunyai kekuasaan 

terbatas. Tidak ada subordnasi satu terhadap yang lain; keduanya 

sejajar. Dalam Konstitusi kesatuan, di lain pihak, legislatif pusat 

merupakan badan pembuat hukurn yang supreme dalam negara. 

Legislatif pusat munglun membolehkan legislatif (legislatif daerah) 

untuk ada dan menjalankan kekuasaan mereka, tetapi, secara hukum, ia 



mempunyai hak untuk mengatur lembaga-lembaga itu; lembaga- 

lembaga legislatif lain itu berada di bawah legislatif pusat.29 

Sebagan besar Konstitusi modem mengkuti model Amerika 

serta teori hukum dan politik yang mendasarinya. Rakyat, atau dewan 

konstituante yang bertindak atas nama rakyat, mempunyai otoritas 

untuk membuat Konstitusi. Pemyataan ini bukan hanya sebagai isapan 

jempol belaka, tetapi diterima sebagai h u b .  Pengadilan Negara 

Merdeka Irlandia mengatakan Konstitusi 1922 sebagai dibuat oleh 

rakyat, dan Pengahlan Irlandia mengatakan ha1 yang sama tentang 

Konstitusi 1937. Pada kasus awal, McCulloh v. Maryland pada 1 8 19 (4 

Wheaton 316), Ketua Pengadilan Tinggi berkata : "Pemerintah 

mempunyai wewenang secara langsung dari rakyat, dibentuk dan 

ditetapkan atas nama rakyat"; ". . . Dalarn bentuk dan substansinya ia 

memancar dari rakyat. Kekuasaannya diberikan oleh rakyat, dan mesti 

dilaksanakan secara langsung atas nama rakyat, dan untuk kepentingan 

rakyat.. . " Ia adalah pemerintah semua orang; kekuasaannya 

dimandatkan oleh semua orang; ia mewaluli semua orang; dan 

bertindak untuk semua orang.'' 

Ada banyak klasifikasi tentang konstitusi, K.C. Wheare 

memberikan klasifikasi sebagai berikut :31 

29 Ibid., halaman 29. 
30 Ibid., halaman 83 
31 Ibid., halaman 21 -49 



I) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis 

Yang dimaksud konstitusi tertulis ialah suatu konstitusi 

yang drtuangkan dalam sebuah dokurnen atau beberapa dokumen 

formal. Sedangkan konstitusi tidak tertulis ialah suatu konstitusi 

yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal. 

2) Konstitusi rijid dan konstitusi fleksibel 

Yang dimaksud konstitusi rijid adalah konstitusi yang 

memilil prosedur perubahan yang sulit. Sedangkan konstitusi 

fleksibel, prosedur perubahannya mudah, tidak ubahnya seperti 

mengubah suatu undang-undang. 

3) Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat rendah 

Yang dimaksud dengan konstitusi memilil derajat tinggi 

adalah suatu konstitusi yang memiliki kedudukan tertinggi dalam 

negara, konstitusi tersebut supreme terhadap parlemen. Sementara 

itu, konstitusi derajat rendah adalah konstitusi yang tidak memililu 

kedudukan tertinggi dalam negara, konstitusi tersebut berada di 

bawah supremasi parlemen. 

4) Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan 

Yang dimaksud dengan konstitusi serikat adalah konstitusi 

yang mencanturnkan sistem pembagian kekuasaan antara 

pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. 

Sedangkan konstitusi kesatuan, pembagian tersebut tidak drjumpai. 



5) Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem 

pemerintahan parlementer 

Dalam konstitusi sistem pemerintahan presidensial, 

presiden di samping berkedudukan sebagai kepala negara, ia juga 

berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih 

oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Presiden tidak 

tennasuk pemegang kekuasaan legslatif Presiden tidak dapat 

membubarkan parlemen. 

Dalam konstitusi sistem pemerintahan parlementer, kabinet 

yang dipilih oleh perdana menteri dibentuk atau berdasarkan 

kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. Para anggota 

kabinet munglun seluruhnya, munglun sebagan adalah anggota 

parlemen. Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab 

kepada parlemen. Kepala negara dengan saran atau nasihat perdana 

menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan 

diadakan pemilihan ~rnurn.~~ 

Dengan melihat uraian tentang konsepsi konstitusi tersebut di 

atas, maka Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, termasuk dalam 

konstitusi tertulis, konstitusi yang rijid, konstitusi yang derajat tinggi, 

konstitusi kesatuan clan konstitusi yang menganut sistem pemerintahan 

campuran, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 di samping 

32 Dahlan Thaib, op.cit., halaman. 3 1-32. 



mengatur ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, juga mengatur 

beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer. 

Di dalarn Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, juga telah 

terkandung 3 (tiga) materi muatan konstitusi yang secara umum dimuat 

dalam setiap konstitusi di berbagai negara. Untuk menjaga 

konstitusionalitas pelaksanaan kekuatan politik yang ada, dengan 

mendasarkan pada prinsip negara hukum, maka sistem kontrol yang 

relevan adalah sistem kontrol ydisial. 33 

Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang- 

undang Dasar. Kerajaan Inggris biasa disebut sebagai negara 

konstitusional, tetapi tidak memiliki satu naskah Undang-undang Dasar 

sebagai konstitusi tertulis. Oleh sebab itu, di samping karena adanya 

negara yang dikenal sebagai negara konstitusional tetapi tidak 

memilih konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma-norma yang hidup 

dalam praktek penyelenggaraan negara juga Qakui sebagai hukurn 

dasar, dan tercakup pula dalam pengertian konstitusi dalam arti yang 

luas. Karena itu, Undang-undang Dasar sebagai konstitusi tertulis 

beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar yang tidak tertulis yang 

hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan 

negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau 

hukum dasar (droit constitusionnel) suatu negara. 

33 Hajono, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi &lam Sistem 
Ketatanegaraan di Indonesia", Makalah pada Semiloka Rancangan Undang-Undang Mahkamah 
Konstitusi diselenggarakan oleh PP-Otoda FH UNlBRAW dan KRHN, Batu, 18-19 Desember 
2002. 



Konstitusi merupakan hukum dasar atau norma dasar 

fundamental tidak hanya tertulis akan tetapi juga mencakup yang tidak 

tertulis; HTN merupakan salah satu unsur dari sumber hukurn yang 

penting bagi pembentukan HTN. Savormin Lokman menyatakan ada 

tiga unsur konstitusi: 

1) Konstitusi sebagai perwujudan dari pe rjanjian sosial 

2) Konstitusi merupakan piagam jaminan HAM 

3) Konstitusi sebagai format regiminis, sebagai kerangka bangunan 

pemeritahan atau struktur pemerintahan. 

b. Otoritas Konstitusi 

Konstitusi mempunyai otoritas terhadap institusi-institusi yang 

ia ciptakan. Itulah ide umum dari sebuah Konstitusi. Ia bukan hanya 

hukum biasa. Ia seringkali lebih dulu ada sebelum legislatif, bahkan 

sekalipun jika tidak demihan, secara logika ia lebih dulu. Fungsinya 

adalah mengatur institusi-institusi, mengarahkan pemerintahan. Ia 

tidak bisa dipahami dengan cara yang sama dan atas prinsip yang sama 

seperti hukum yang mengatur ijin memelihara hewan piaraan.34 

Jika muncul pertanyaan, apa basis moral sehngga Konstitusi 

bisa mengklaim sebagai hukum, jawabannya adalah bahwa ia bisa 

menuntut otoritas yang dituntut oleh semua hukurn dalam masyarakat. 

Apa pun teori moral yang mungkin dikemukakan untuk menentukan 

dan membatasi kepatuhan pada hukum juga akan berlaku pada hukum 

- 

34 K.C. Wheare, op.cit, halaman. 85 



Konstitusi. Tetapi h ta  bisa beranjak lebih jauh dari pendapat ini dan 

mengatakan ada argumen untuk menyatakan bahwa Konstitusi bisa 

menuntut kewajiban atas dasar tambahan. Konstitusi, pada hakekatnya, 

bukan sekedar hukum biasa. Ia adalah hukum fundamental, ia 

menyediakan basis di atas mana hukum dibuat dan dilaksanakan. Ia 

adalah prasyarat dari hukurn dan peraturan.35 

Otoritas moral yang bisa diakui Konstitusi bisa dipahami, 

sekali lagi, dari sudut pandang mazhab besar teori politik yang 

mendasarkan penilaiannya akan tingkat kekuasaan pemerintah yang 

layak pada hukum alarn, pada hak-hak manusia yang berasal dari 

hukum alam. Pemerintah ada untuk menjaga hak-hak tertentu. 

Tindakan-tindakannya bisa dibenarkan hanya oleh sejauh mana 

tindakan-tindakan itu diarahkan pada tujuan-tujuan tersebut. Suatu 

Konstitusi bisa menuntut kepatuhan hanya sejauh ia membentuk 

pemerintah yang sejalan dengan hukum alam; sehingga Konstitusi 

yang dibentuk untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah di luar 

apa yang dibenarkan oleh hukum alam dit01ak.~~ 

2. Kekuasaan Pemerintahan Negara 

Menurut C.F. Strong, istilah eksekutif acapkali digunakan secara 

kabur, kadang menunjuk pada jabatan presiden atau perdana menteri, 

namun kadang dipakai sebagai seluruh lembaga atau organisasi pelayanan 

35 Ib id ,  halaman. 94. 
36 Ibid., hdaman. 98. 



publik, sipil, militer. Bag Strong, pengertian eksekutif adalah kepala 

pemerintahan bersama-sama dengan para menteri yang umumnya disebut 

kabinet. 37 

Sementara itu W. Ansley Wynes dalam karyanya Legislative, 

Ehekutive and Judicial Powers in Australia, kekuasaan eksekutif 

didefinisikan sebagai kekuasaan dalam negara yang melaksanakan 

undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan 

mempertahankan tata-tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar 

negeri. Kekuasaan umum eksekutif menurut Ismail Suny, meliputi antara 

lain: 38 

a. Kekuasaan administratif yaitu pelaksanaan undang-undang dan politik 

administratic 

b. Kekuasaan legislatif yaitu memajukan rancangan undang-undang dan 

mengesahkan undang-undang; 

c. Kekuasaaan yudkatif yaitu kekuasaan untuk memberi grasi dan 

arnnesti; 

d. Kekuasaan militer yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan 

pertahanan; 

e. Kekuasaan dplomatik yaitu kekuasaan mengenai hubungan luar 

negeri; dan 

37 Surnali, Reduksi Kekuasaan Eksekutii Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 
Pres, Malang, 2003, halaman. 39. 

38 Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutij Aksara Baru, Jakarta, 1983, 
halaman.44. 



f. Kekuasaan darurat yaitu untuk mengantisipasi keadaan negara dalam 

keadaan tidak normal. 

Berdasarkan ketentuan Pasal4 ayat (I) UUD 1945 dapat diketahui 

bahwa, Presiden berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan (Kepala 

Eksekutif). Lazirnnya di negara-negara yang menggunakan sistem kabinet 

presidensiil, di samping berfimgsi sebagai Kepala Peeritnahan Presiden 

berfhgsi pula sebagai Kepala Negara. Tetapi di dalam Batang Tubuh 

ULlD 1945 tidak didapatkan keterangan bahwa Presiden merupakan 

Kepala Negara. Sekalipun begitu, dasar konstitusional ha1 yang 

menyatakan bahwa Presiden adalah Kepala Negara dapat ditemui di dalam 

penjelasan UUD 1945 terhadap Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan 

Pasal 15.~' 

Berbeda dengan sistem pemerintahan menurut kabinet parlementer 

umurnnya presiden berfimgsi hanya sebagai kepala negara, maka dalam 

sistem kabinet presidential, presiden di samping berfimgsi sebagai kepala 

negara juga berfUngsi sebagai kepala pemerintahan. Menurut UUD 1945 

kedudukan presiden di samping sebagai kepala pemerintahan adalah juga 

sebagai kepala negara. Sebagai konsekuensi dari kedudukan presiden 

tersebut, presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan luas, yang 

meliputi :40 

39 Moh. Machkd MD, op.cit, halarnan. 1 13. 
40 Dahlan Thaib, Implementasi Sistern Ketatanegaraan M e m t  UUD 1945, Liberty, 

Yogyakarta 1998, halaman. 3 1. 



a. Kekuasaan eksekutif 

b. Kekuasaan administratif 

c. Kekuasaan legislatif 

d. Kekuasaan militer 

e. Kekuasaan yudikatif 

f. Kekuasaan diplomatik. 

Konsekuensi logis dari azas the concertration of power and 

responsib if ity upon the Presiden, sebagaimana tercantum dalam penj elasan 

UUD 1945, telah menempatkan posisi presiden sebagai Top Manajer dan 

Top Administrator dalam me-manage atau mengelola kehdupan Nasional 

yang meliputi kehidupan negara dan bangsa. Oleh karena itu semua aparat 

eksekutif mulai dari tingkat Menteri, ketua-ketua lembaga Non 

Departemen sampai kepada Gubernur, Walikota/Bupati, Camat dan lurah- 

lurah adalah termasuk aparat yang berada dalam kerangka kepemimpinan 

dan tanggung jawab Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan 

Negara. 41 

Lembaga Tinggi Negara yang disebut Presiden (Lembaga 

Kepresidenan) mengenal juga di dalamnya Wakil Presiden. Mengenai 

Wakil Presiden ini di dalam Pasal 4 ayat (2) ULTD 1945 hanya 

dicantumkan bahwa, dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu 

oleh satu orang Wakil Presiden. 

41 Padmo Wahyono, Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia, CV. Rajawali, 
Jakarta, 1984, halaman. 24. 



Pembantu Presiden yang lain menurut UUD 1945 adalah menteri- 

menteri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 yang 

menyebutkan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kemudian 

dalam Pasal 17 ayat (3) ULlD 1945 dinyatakan bahwa, setiap menteri 

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 

Pembatasan Kekuasaan 

Pada urnurnnya semua negara mempunyai konstitusi, atau Undang- 

Undang Dasar. Bahkan cukup banyak terjadi penyusunan suatu konstitusi 

dilakukan sebelum suatu negara terbentuk. Dari konstitusi atau Undang- 

Undang Dasar sesuatu negara, akan diketahui tentang negara itu, baik 

bentuk, susunan negara maupun sistem pemerintahannya. Misalnya bahwa 

bentuk negara Republik Indonesia adalah Republik dengan susunan 

Kesatuan dan menganut sistem pemerintahan Presidensiil. Selanjutnya 

dalam setiap negara, dapat ditemukan adanya Supra Struktur Politik dan 

Infra Struktur Politik. 

Menggunakan konsep Montesquieu maka Supra Struktur Politik 

meliputi lembaga legslatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. 

Untuk negara-negara tertentu masih terdapat lembaga negara yang lain, 

misal di Indonesia masih dapat ditemukannya lembaga tertingg negara 

(MPR), lembaga konsultatif (DPA), maupun lembaga inspektif (BPK). 

Sedangkan infra stdstur politik suatu negara pada urnumnya terdiri dari 

lima komponen politik, yaitu partai politik, golongan kepentingan, 



golongan penekan (presure group), alat komunikasi politik dan tokoh 

politik (politicalJigure). 

Baik lembaga-lembaga neaar yang berada dalam supra struktur 

politik maupun komponen-komponen politik yang berada dalam infia 

stmktur politik, mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk 

melaksanakan kehendaknya kepada pihak lain, atau suatu kemampuan 

untuk mengendalikan pihak lain. Dari mekanisme interaksi antar supra dan 

infia struktur politik sebagaimana garnbaran tersebut di atas maka boleh 

dikatakan bahwa pada hakekatnya negara adalah organisasi kekuasaan. 

Banyak pakar politik mengatakan bahwa, "kekuasaan mempunyai 

kecenderungan untuk disalahgunakan". Oleh karena itu masalah 

kekuasaan, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara selalu 

aktual untuk menjadi bahan pemikiran untuk menjawab bagaimana upaya 

yang harus ditempuh untuk membatasi kekuasaan itu. 

Dalam rangka pembatasan kekuasaan dalam negara, sejak dahulu 

sampai sekarang para ahli hukurn maupun politik sependapat bahwa hams 

ada aturan main yang diwujudkan melalui seperangkat kaedah hukum 

yang dalam kehidupan bernegara dituangkan dalam sebuah konstitusi. 

Menurut C.F Strong, konstitusi sebagai kurnpulan asas-asas mengatur tiga 

ha1 yaitu: 

a. Kekuasaan pemerintah (dalam arti luas) 

b. Hak-hak yang diperintah 

c. Hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah. 



Berdasarkan konsep konstitusi menurut C.F. Strong tesebut dapat 

disimpulkan bahwa posisi atau kedudukan konstitusi adalah dimaksudkan 

mtuk membatasi wewenang pemerintah atau penguasa, mengatur jalannya 

pemerintahan dan menjamin hak-hak rakyat. Dengan demikian konstitusi 

menjadi aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan 

hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan 

tujuannya dalam bentuk negara. Oleh karena itu konstitusi tidak hanya 

memua aturan hukurn, melainkan juga memformulasikan prinsip-prinsip 

hukurn, haluan negara dan patokan kebijaksanaan, yang kesemuanya 

mengikat penguasa dalam suatu negara. Sehngga penguasa dalam suatu 

negara tidak berada di atas konstitusi, tetapi di bawah konstitusi. 

Diantara sekian jenis kekuasaan yang dalam masyarakat suatu 

negara, kekuasaan politik mempunyai arti dan kedudukan strategis. Karena 

penting dan strategisnya kekuasaan politik, maka kekuasaan itu harus 

diintergrasikan, dan intergrasi kekuasaan politik ini diwujudkan dalam 

bentuk negara. Oleh karena negara merupakan sesuatu yang bersifat 

abstrak, maka dalam kenyataannya tindakan negara itu dilakukan oleh 

sekelompok orang dari kekuatan politik tertentu yang terdapat dalam 

masyarakat negara melalui cara-cara tertentu. Pada hakekatnya kelompok 

atau kekuatan politik yang sedang memegang kekuasaan negara ini yang 

membuat keputusan-keputusan atas nama negara dan kemudian 

melaksanakannya. Oleh karena itu bukan tidak munglun bahwa kekuatan 



politik tertentu yang sedang memegang kekuasaan dalam negara dapat 

menyalahgunakan kekuasaan tersebut. 

Pencegahan terhadap kemunglunan penyalahgunaan kekuasaan 

itulah konstitusi atau Undang-Undang Dasar disusun dan di tetapkan. 

Dengan kata lain, konstitusi itu berisi pembatasan kekuasaan dalam 

negara. Oleh karena itu konstitusi mengatur kedudukan serta tugas dan 

wewenang masing-masing lembaga negara, artinya terdapat pembatasan- 

pembatasan kekuasaan terhadap setiap lembaga politik khususnya pada 

jajaran supra strukhral politik. Pembatasan kekuasaan ini setidak-tidaknya 

meliputi: sejauhrnana ruang lingkup kekuasaan, pertanggungjawaban 

kekuasaan, kontrol kekuasaan, maupun berkenaan dengan periode atau 

waktu djalankannya kekuasaan t e r ~ e b u t . ~ ~  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Data 

Data yang akan dikumpulkan adalah data sekunder, sebab 

penelitian ini merupakan penelitian hukurn normatif. Data sekunder 

tersebut diperoleh dari bahan-bahan hukum, yang terdri dari: 

a. Bahan Hukurn Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, 

yaitu : 

1) UUD 1945, Amandemen UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 

1950 

42 Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, 
Yogyakarta, 1998, halaman. 18. 



2) Ketetapan-ketetapan MPR 

3) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait 

b. Bahan Hukurn Sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang 

menjelaskan bahan hukum primer, yaitu: 

1) Buku-buku 

2) Jumal, artikel, laporan penelitian 

3) Risalah Sidang MPR 

c. Bahan Hukurn Tertier, adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan 

bahan hukurn primer dan sekunder, yaitu: 

I) Kamus Hukurn 

2) Kamus Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

3) EnsiklopeQa. 

Cara Memperoleh Data 

Untuk memperoleh data, dllakukan dengan cara stuQ pustaka 

(library research). Penelitian ini Qlakukan dengan cara mengumpulkan 

dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penulisan 

hukum ini. 

Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan mengklarifikasi 

data secara sistematis, logs dan yuridis. Penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif yang bersifat deshptif, maka data dianalisis 

secara kualitatif. 



BAB II 

TINJAUAN KsMUM SISTEM PEMERINTAHAN DAN 

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA 

A. Negara Hukum 

1. Pengertian Hukum dan Konsepsi Negara Hukum 

Dalam pemihran Soehino, negara telah jauh lebih dahulu ada 

dibandingkan kemunculan ide mengenai negara h ~ k u m . ~ ~  Asumsi ini 

didasarkan bahwa pada zaman kuno, jauh sebelum muncul ide negara 

hukurn, telah ada negara yang lebih dkenal dengan kerajaan. Hal ini dapat 

dicontohkan dengan adanya negara-negara (keraj aan-keraj aan) seperti 

Babylonia, Mesir dan Assyria yang ada selutarabad ke XVII sebelum 

Maseh, jauh sebelum muncul ide negara hukum. 

Negara-negara tua di dunia yang telah disebutkan di atas 

rnerupakan beberapa contoh negara yang melaksanakan pemerintahan raja 

yang absolut. Raja yang mengklaim dirinya sendm sebagai w&l Tuhan 

yang diutus untuk memerintah di burni tidak jarang melakukan tindakan 

sewenang-wenang dan bertangan besi. Kebijakan seorang raja terkadang 

(bahkan) tidak terkontrol. Kendati, tidak jarang ada raja yang memerintah 

dengan memberikan hak-hak rakyatnya dengan penuh demi kesejahteraan 

rakyatnya. 

43 Soehino, Ilmu Negara, Edisi Ketiga, Cetakan pertarna, Liberty, Yogyakarta, 1998, 
halaman. 1 1. 



Adanya ketimpangan antara penguasa negara dengan rakyat yang 

ditempatkan pada posisi di bawah yang selalu ditindas, juga dengan 

adanya berbagai macam perselisihan kepentingan antara warga negara, 

maka suatu institusi yang mampu menjamin dan melindungi semua 

kepentingan menjadi mutlak diperlukan. Institusi ini tak lain adalah hukum 

sebagai pengawas sekaligus pengawal setiap gerak-perilaku manusia. 

Seorang positivis Kelsen mempunyai keyakinan bahwa semua 

hukurn hanya merupakan pengaturan yang ditetapkan clan dipaksakan oleh 

kekuasaan negara, yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan pada suatu 

wilayah t e r t e n t ~ . ~ ~  Hukum terdiri dari perintah-perintah, aturan-aturan, 

kaidah-kaidah atau bahkan larangan yang diimplementasikan dengan 

menerapkan sanksi (reward and punishment). Kaidah-kaidah tersebut 

menginginkan adanya penerapan, terarah pada penvujudan, hukurn itu 

direalisasi dalarn kehdupan kema~~araka tan .~~ 

Sebagaimana ungkapan Kelsen bahwa tidak ada hukurn yang 

terbentuk tanpa adanya institusi negara yang mewujudkan dan 

menegakkannya. Dengan pengertian ini, maka hukurn merupakan 

keseluruhan aturan, norma dan kaidah yang berupa perintah dan larangan 

yang ditetapkan dan dipaksakan pelaksanaannya oleh negara. 

Sementara itu A1 Maududi memberi pengertian lain tentang hukurn 

dengan memberi acuan kepada pertanyaan: "Tindakan apa yang 

44 Paul Scholten, De Structuur Der Rechtswetenschap dite jemahkan menjadi Struktur 
Imu Hukum oleh Arief Sidharta, Cetakan kesatu, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2003, 
halaman. 1 1. 

45 Paul Scholten, Ibid., halaman. 28. 



seharusnya dilakukan manusia dalam kehdupan pribadi dan 

k e l ~ m ~ o k n ~ a ? " ~ ~  A1 Maududi menginman adanya tujuan hukurn yang 

semata-mata bukan hanya ditujukan bagi individu dari perseorangan 

manusia melainkan ditujukan pula bagi kehdupan kelompok masyarakat 

demi tercapainya keselarasan kehdupan. Hal ini berbeda dengan konsepsi 

hukum menurut dimensi pemikiran ilmuan Barat yang menempatkan 

hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu-individu 

dalam masyarakat. 

Pertanyaan yang diajukan oleh A1 Maududi di atas menarnpilkan 

hukum sebagai suatu instusi yang kompleks dengan banyak masalah. Oleh 

karenanya, jawaban atas pertanyaan di atas meliputi topik-topik yang 

sangat luas, bahkan lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian t e h s  

dari hukum itu ~ e n d i r i . ~ ~  Pendapat ini dipertegas A1 Maududi dengan 

penjelasan bahwa hukurn meliputi sistem pendilkan dan pelatihan 

manusia dengan mana manusia itu berupaya membentuk karakter 

individual; mencakup sistem sosial yang mengatur hubungan-hubungan 

sosial; ia juga meliputi tatanan ekonomi yang digunakan untuk 

merumuskan prinsip-prinsip produksi, lstribusi dan pertukaran kekayaan. 

Konsep hukurn yang ditawarkan oleh A1 Maudul ini merupakan 

hasil perenungan dari konsep dasar hukurn Islam yang mengatur seluruh 

lingkup dan sisi kehdupan manusia. Hal ini jelas membedakan antara 

46 Abul A'la A1 Maududi, The Islamic Law and Constitution diterjemahkan menjadi 
Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam oleh Asep Hikmat, Cetakan ke empat, Mizan, 
Bandung, 1995, halaman. 65 

47 Ibid. 



konsep hukum dalam Islam dengan konsep hukum Barat. Konsep hukurn 

Barat lebih menitik-beratkan pada tuj uan-tujuan temporal duniawi dan 

kepentingan tertentu sedangkan hukurn Islam (syariat Islam) bersifat 

permanen (duniaw i dan ukhrow i). 

Mengacu kepada pendapat dua ilmuan di atas dapat ditarik benang 

merah bahwa peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang mengatur 

kehdupan suatu masyarakat disebut hukum. Hukum ini ditetapkan oleh 

negara dan dpaksakan pemberlakuannya untuk ditaati semua individu dan 

kelompok masyarakat. Dengan demiluan, nyatalah kalau hukum 

memerlukan institusi yang akan membuat, menetapkan dan melaksanakan 

pemberlakuan hukurn dmasyarakat. Institusi atau lembaga ini tidak lain 

adalah sebuah negara yang mempunyai pemerintahan yang berdaulat. 

Mengenai asal mula negara, dalarn sejarah perkembangan ilmu 

kenegaraan, muncul berbagai pendapat mengenai ha1 tersebut. Beberapa 

ahli mengemukakan beberapa teori tentang asal mula negara. Socrates, 

filosof Yunani kuno yang meninggal tahun 399 SM. menyatakan bahwa 

asal mula negara adalah berpangkal dari pekerti m a n ~ s i a . ~ ~  Pendapat ini 

kemudan dikembangkan oleh salah seorang murid Socrates yang terkenal 

yaitu Plato. Plato adalah murid terbesar dari Socrates yang hidup antara 

429 sampai dengan 347 SM. Dalam pendapatnya, Plato menyatakan 

bahwa negara timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia 

yang beraneka macarn, yang menyebabkan mereka hams bekerja sama, 

48 Soehino, op. cit., halaman. 14. 



untuk memenuhi kebutuhan mereka.49 Dalam memasukkan ajaran 

filsafatnya, Plato memberikan pendapat bahwa bentuk ideal dari suatu 

negara adalah aristokrasi (bentuk negara yang dipimpin oleh para ahli pikir 

dan orang bijak). Para orang bijak inilah yang diharapkan akan mampu 

mewujudkan keadilan karena hanya keadilanlah, y a h  susunan 

pemerintahan dari dan dijalankan oleh orang-orang cerchk (terpelajar) 

yang berbakat dan bijaksana, yang dapat mewujudkan tujuan negara yaitu 

membawa masyarakatnya kepada kesejahteraan. 

Pada periode selanjutnya, muncul pemikir besar Yunani yang lain 

yakn~ Aristoteles. Kemunculan Aristoteles dengan berbagai pemihrannya 

tentang negara adalah merupakan pengembangan dari ajaran Plato. Jika 

Plato masih mencampur adukkan semua obyek penyelidikannya, maka 

Aristoteles berbeda yaitu dengan memisahkannya menjadi beberapa 

pembahasan yang berdiri sendiri, seperti masalah keadilan ditulis dengan 

bukunya yang berjudul Ethica sedang tentang negara ditulis dalam 

bukunya yang be rjudul ~ o l i t i c a . ~ ~  

Aristoteles yang menciptakan ajaran realisme mencoba 

melanjutkan piluran Plato yaitu memulai langkah dari gagasannya dari 

idealisme menuju ke realisme. Asal mula suatu negara terbentuk menurut 

~ristoteles'' adalah karena adanya penggabungan keluarga-keluarga 

(bagian terkecil dari suatu masyarakat) menjadi suatu kelompok yang lebih 

49 Ibid., halaman. 17 
50 Ibid., halaman. 23. 
5 1 Ibid., halaman. 24-25. 



besar, kelompok ini kemudian bergabung membentuk sebuah desa, desa 

bergabung lagi sampai akhirnya membentuk kelompok masyarakat besar 

yang disebut sebagai negara.52 

Munculnya negara yang berasal dari komunitas kecil yang 

dinamakan keluarga, dipertegas oleh Miriam Budiardjo dengan 

memberikan penjelasan sebagai berikut: 53 

"Manusia mempunyai naluri (instinct) untuk hdup berkawan dan 
hdup bersama dengan orang lain secara gotong royong. Setiap 
manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar 
dipendunya seorang &ri. Ia perlu makan, minurn, berkeluarga, 
bergerak secara aman dan sebagainya. Untuk memenuhl keperluan- 
keperluan dan kepentingan-kepentingan itu ia mengadakan hubungan- 
hubungan (relationships) dan bekerjasama dengan orang lain dengan 
jalan mengorganisir bermacam-macam kelompok dan asosiasi. 
Kelompok yang paling pokok ialah keluarga, tetapi masih banyak 
asosiasi lain yang memenuhl bermacam-macam kebutuhan manusia". 

Pengertian lain mengenai teori asal mula negara dikemukakan oleh 

Epicurus yang menyatakan bahwa negara adalah merupakan hasil dari 

perbuatan manusia, yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan 

anggota-anggotanya.54 Hal ini berbeda dengan ajaran kaurn Stoa dan 

Cicero yang meyakini prinsip universalisme. Menurut ajaran ini (Stoa clan 

Cicero), negara muncul karena memang menjadi suatu keharusan untuk 

ada dan harus didasarkan pada aka1 manusia berdasarkan hukurn alam 

52 Lihat Deliar Noer, Pemikiran PoIitik di Negeri Barat, Mizan, Bandung, 1999, halaman. 
27-28. 

53 Miriam Budiardjo di it ip dari Muhammad Alim, Demokrasi dan Hak Asasi Mamsia 
daIam Konstirusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, cetakan pertama, UII Press, 
Jogjakarta, 2001, halaman., 15. 

54 Soehino, op. cit., halaman., 31 
55 Ibid., halaman. 41 



Setelah runtuhnya Kerajaan Romawi, muncullah jaman abad 

pertengahan yang Qmulai dari sekitar tahun 476 tepatnya dimulai sejak 

zaman keruntuhan kerajaan Romawi-Barat. Berbeda dengan zaman 

sebelumnya, zaman pertengahan banyak disebut oleh berbagai kalangan 

ilmuwan sebagai zaman kegelapan ilmu pengetahuan Barat (dark ages). 

Hal ini disebabkan oleh besarnya pengaruh gereja yang telah memasung 

independensi ilrnu pengetahuan dan idealisme para ilmuan kala itu. 

Sehmgga, termasuk di dalarnnya ajaran-ajaran mengenai teori negara lebih 

banyak dipengaruhi oleh pandangan teokratis dari ajaran agama Kristen. 

Ilmuan pertama yang l&r pada zaman ini adalah Augustinus yang 

hidup pada antara tahun 354 sampai dengan 430 ~ a s e h i . ~ ~  Kendati hidup 

lebih awal daripada dimulainya abad pertengahan (berdasarkan pendapat 

sebagian besar ilmuan), akan tetapi ajaran-ajarannya merupakan dasar bagi 

beberapa ajaran yang berkembang sesudahnya pada abad pertengahan. 

Dalam pandangannya, ilmuwan yang sangat bersifat teokratis ini 

menyatakan bahwa adanya negara di dunia ini merupakan suatu kejelekan, 

tetapi adanya negara di dunia ini merupakan suatu keharu~an.~~ Pandangan 

ini didasarkan pada keyakinannya bahwa kedudukan kerajaan yang 

dipimpin oleh Paus lebih tinggi daripada kedudukan negara yang 

diperintah oleh seorang raja. Pandangan ini kemudian menjadi alat klaim 

gereja untuk memasung segala kreatifitas yang dinilai akan merusak 

56 Ibid., halaman. 5 1. 
57 Ibid. 



kesucian ajaran agama Kristen, termasuk di dalarnnya kemunduran 

perkembangan ilmu ketatanegaraan. 

Jauh beberapa abad setelah Augustinus, lahir seorang ilmuwan 

abad Xm, yakni Thomas Aquinas. Ajaran-ajaran Thomas Aquinas sedikit 

banyak terpengaruh oleh ajaran Antoteles yang hidup pada zaman Yunani 

Kuno. Dalam pandangannya, negara terbentuk karena kodrat manusia 

sebagai makhluk sosial, makhluk kemasyarakatan yang mengharuskan ia 

untuk hidup berrnasyarakat. Biasanya dalam kehdupan masyarakat 

terdapat kemajemukan berpihr dan pendapat yang mengharuskan adanya 

seorang penguasa.58 

Ibnu Taimiyah yang hidup antara tahun 1263 hingga 1328, seorang 

intelektual muslim mengemukakan teorinya tentang negara dengan 

mendasarkan pada aka1 dan hadits. Dalam pandangannya, manusia 

merupakan makhluk yang memilih kebutuhan universal untuk bergabung, 

bekerjasarna, dan menikrnati berbagai manfaat kepemimpinan. Dalam 

pendapatnya ini, beliau menyitir beberapa sunnah Rasulullah yang 

berkaitan dengan persoalan kepemimpinan dan pemerintahan. Di antara 

contoh-contohnya adalah sebagai b e r h t :  "bila ada tiga orang melakukan 

perjalanan, maka salah seorang diantara mereka selayaknya menjadi 

pimpinan" dan "Enampuluh tahun berada di bawah tirani lebih baik 

darpada saru malam fanpa pemerintahan".59 

58 Ibzd, halaman. 58. 
59 Khalid Ibnu Jiidan d i i t ip  dari Muhammad Alun, Demokrasi . . . . op. cit., halaman., 17. 



Pada zaman Renaissance (selutar abad ke XVI) muncul beberapa 

pemikir hukurn dan ketatanegaraan. Diantara beberapa para pemilur 

tersebut adalah Niccolo Machievelli (1469-1 527), Thomas Morus (1478- 

1535), dan Jean Bodin (1530-1596). 

Kebanyakan ajaran-ajaran Macluevelli lebih berupa ilmu 

kenegaraan praktis (hukum tatanegara) daripada teori tentang negara dan 

hukum (ilmu negara). Ia adalah seorang realis sejati yang pertama-tama 

dalam ilmu negara.60 Namun demiluan, Macluevelli merupakan tokoh 

pemilur hukurn dan ketatanegaraan yang terbesar di abad renaissance. 

Prof. Logemann, dalam bukunya "Staatsrecht van Indonesie " 

tahun 1945, memberi pengertian tentang negara sebagai berikut: 

"Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan (pertambatan 
kerja/werkverband) yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur 
serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Organisasi itu ialah 
pertambahan jabatan-jabatan (ambt atau negeri) atau lapangan kerja 
(werkkring) tetap".6' 

Pendapat Logemann tersebut banyak diikuti oleh para pakar ilmu 

negara, karena negara, dalarn pengertian yang Qberikan oleh Logemann, 

tidak dilihat sebagai suatu organisasi hukurn melainkan sebagai organisasi 

kekua~aan .~~  Nampak jelas dalam teori ini adalah lebih mendasarkan pada 

tujuan suatu negara yang hams menyelenggarakan kepentingan bersama 

dan mencapai tujuan bersama. Dengan demiluan penyelenggaraan 

kepentingan bersama tersebut mutlak memerlukan kekuasaan sebagai alat. 

60 Ibid, halaman. 72 
61 Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, C.V. Armico, Bandung, 1985, halaman. 206. 
62 Ibid 



Sependapat dengan pernyataan di atas, Hegel dalam bukunya yang 

berjudul "Grundlinion der Philosophie des Recht " tahun 182 1, 

memberikan suatu pemikiran filsafat negara yang idealis sebagai berikut: 

"Negara merupakan suatu organisasi berdasarkan kesusilaan dan hanya 
negaralah yang memberi kepada manusia kemerdekaan dan 
kepribadamya. Di atas negara tidak ada kekuasaan lain. Negara 
adalah kekuasaan tertinggi dan mempunyai kekuasaan tertinggi 
dduniam 63 

Negara dapat dipandang sebagai suatu organisasi yang terdiri dari 

berbagai h g s i  yang saling berkaitan dalam mendukung dan membentuk 

negara, Secara keseluruhan organisasi negara dipandang sebagai 

organisasi jabatan-jabatan. 

Berdirinya suatu negara menandakan adanya golongan yang akan 

muncul di dalamnya yaitu golongan rakyat (mar'iyy) dan golongan 

golongan pemerintah (ra 'in). Mengutip pendapat Maurice Duverger, 

Muhammad Alim menulis: 

"Dalam semua gerombolan sosial, dari yang paling kecil sampai yang 
paling besar, yang paling primitif sarnpai yang paling maju, yang 
paling ringkh (lemah) sampai yang terkuat sekali, dalam sekalian 
gerombolan itu timbul perbedaan pokok antara orang-orang 
"pangreh " ( ~ a n g  memerintah) dan orang-orang yang "direh " (yang 
diperintah)". 

Konsep "rechtsstaat" lahr dari suatu perjuangan untuk melawan 

dominasi kerajaan yang absolut sehngga lebih bersifat revolusioner. 

Sementara sebaliknya, konsep "the rule of the law" berkembang di Inggris 

secara evol~sioner .~~ Kenyataan ini dapat ditilik dari sejarah dan 

63 Ibid 
64 Muhammad Alun, op. cit., halaman. 25. 
" Ibid. halaman. 76 



kenyataan politik yang sangat berlainan ketika itu antara Jerrnan dengan 

Konsep "rechtsstaat" berlandaskan pada sistem hukum kontinental 

yang biasa diistilahkan dengan "civil law" atau "Modern Roman Law" 

sedangkan konsep kedua (the rule of the law) dilandaskan pada sistem 

hukum yang biasa dlistilahkan dengan "common ~ a w " . ~ ~  

Konsep "rechtstaat" pertama kali dlperkenalkan oleh Frederich 

Julius Stahl. Negara hukum yang dimaksud oleh Stahl adalah apabila suatu 

negara telah memenuhi beberapa unsur Negara Hukum (rechtstaat) 

sebagai berikut: 67 

a. Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM). 
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. 
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dm; 
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 

Sedangkan gagasan negara hukum "rule of law" sebagaimana telah 

disebutkan di atas merupakan gagasan yang berasal dari Albert Venn 

Dicey tahun 1885. Dicey mengemukakan unsur-unsur rule of law sebagai 

berikut: 

a. Supremasi aturan-aturan hukurn (supremacy of the law); tidak adanya 
kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbirary power), dalam arti 
seseorang boleh dihukum jika melanggar hukurn. 

b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the 
law). 

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan- 
keputusan pengadilan. 

66 Ibid 
67 Ridwan, op. cit. halaman., 3-4 

Ibid, halarnan. 4. 



2. Negara Hukum Indonesia 

Adalah menjadi cita-cita dari the foundingfathers Indonesia yaitu 

menjadikan Indonesia sebagai negara modern yang berlandaskan hukurn 

serta bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan Ide negara 

hukum Indonesia sudah ada semenjak pemerintahan Hindia Belanda 

menguasai Indonesia. Konsep negara hukurn Indonesia tidak bisa 

dilepaskan dari ide dasar tentang "rechtsstaat". Sutandyo Wignjosoebroto 

mencatat beberapa syarat-syarat dasar dari "rechtsstaat" yang telah 

diterjemahkan ke dalam konsep negara hukurn Ind~nesia.~' Di antara 

syarat-syarat tersebut adalal~:~' 

a. Asas legalitas, setiap tindakan pemerintah harus hdasarkan atas dasar 
perahuan perundang-undangan (wettelijke yondslag). Dengan 
landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan Undang-Undang 
Dasar 1945 senQri merupakan turnpuan dasar tindakan pemerintahan. 
Dalarn hubungan ini pembentukan undang-undang menjadi bagian 
yang sangat penting bagi suatu negara hukurn. Sutandyo menyebutkan 
bahwa Pasal 88 Regeringsreglement (RR) 1854 yang memerintahkan 
dilaksanakannya asas legalitas dalarn proses pemidanaan merupakan 
bukti nyata diakuinya asas legalitas dalam negara hukum I n d ~ n e s i a . ~ ~  

b. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa 
kekuasaan negara tidak boleh terpusat pada satu kekuatan Q satu 
lembaga negara. Kekuasaan negara tidak boleh bertumpu pada satu 
tangan. Pasal79 RR menyiratkan adanya pembagian kek~asaan .~~  

c. Jaminan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak 
dasar (grondrechten) merupakan hak yang paling asasi yang dimiliki 
oleh manusia. Perlindungan HAM merupakan sasaran perlindungan 
hukum bagi rakyat dan sekaligus bertujuan untuk membatasi 
kekuasaan pembentukan undang-undang. Indonesia menyatakan syarat 
ini dalam Pasal 89 RR yang melarang pemidanaan yang menyebabkan 
seseorang kehlangan hak perdatanya. 

69 Lihat Pembukaan UUD 1945. 
70 Philipus M. Hadjon, op.cit., halaman. 78. 
71 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat ..., op. cit., Lihat juga Philipus M. Hadjon, I& 

Negara H u h  &lam Sistern Ketatanegaraan Republik Indonesia, op. cit, halaman. 78-79. 
" Ibid. 



d. Pengawasan pengadilan74 serta kekuasaan pemerintah dilakukan 
berdasarkan ~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ~ ~  Prasyarat ini dilaksanakan dengan 
membentuk peradilan administrasi yang dapat digunakan oleh rakyat 
untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (rechmatigheids 
toetsing). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara jelas dimaksudkan untuk melembagakan syarat ini. 

B. Sistem Pemerintahan 

Pengertian sistem sering disamakan dengan cara yang akan ditempuh 

dalarn mencapai suatu tujuan. Pengertian seperti ini dalam lingkup Ilmu 

Hukum Ketatanegaraan jelas tidak dapat Qikuti, sebab dengan menunjuk 

pengertian di atas, maka makna yang terkandung di dalarnnya bisa ambigu 

dengan pengertian metode ataupun strategi. Menurut Carl J. Freisdnch, sistem 

adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai 

hubungan fungsional baik antara bagian maupun hubungan fungsional 

terhadap keseluruhan, sehngga hubungan itu menimbulkan suatu 

ketergantungan antara bagian-bagian yang alubatnya jika salah satu bagian 

tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya Dengan 

demiluan dalam bahasa ilmiah, sistem adalah suatu tatandsusunan yang 

berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen- 

komponen yang berkaitan antara satu dengan lainnya secara teratur dan 

terencana untuk mencapai suatu tujuan. Apabila salah satu dari 

komponenhagian tersebut berfhgsi melebih atau kurang dari wewenangnya, 

maka akan mempenganh komponen yang lain. 

74 Philipus M. Hadjon, Ibid. halaman. 79 
75 Ibid. 
76 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tada Negara Indonesia, Pusat Studi 

HTN Fak. Hukum UI, Jakarta, 1980, halaman. 160. 



Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa dalam kata sistem 

pemerintahan, terdapat bagian-bagian dari pemerintahan yang masing-masing 

mempunyai tugas dan fimgsinya sendiri-sendiri namun secara keseluruhan 

bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang padu dan bekerja sama 

secara ra~ional.'~ Dengan mencermati argurnentasi semacam ini, maka 

pengertian sistem akan selalu berkaitan dengan mekanisme dan cara kerja 

suatu lembaga, institusi ataupun organ dalam mencapai suatu tujuan yang 

hendak dicapai. 

Secara ilmiah dibedakan antara pengertian pemerintah sebagai organ 

(slat) negara yang menjalankan tugas (fimgsi) dan pengertian pemerintahan 

sebagai fungsi daripada pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti organ dapat 

dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti 

~ e m ~ i t : ~ ~  

1. Pemerintah dalarn arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan 

eksekutif. 

Contoh: 

a. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah Presiden yang dibantu oleh 

Walul Presiden dan menteri-menteri; 

b. Menurut UUD 1950, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden 

bersama-sama dengan menteri-menteri; 

Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan 
Pernerintahan Negara, Disertasi, Program Pascasajana UI, Jakarta, 1990, halaman. 1 10. 

78 C.S.T. Kanii dan Christine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Ir~donesia, Bumi Aksara, 
Jakarta, 2003, halaman. 17. 



c. Menurut Konstitusi RIS 1949, pemerintah ialah Presiden bersama 

menteri-menteri. 

2. Pemerintah dalam arti luas ialah semua organ negara terrnasuk DPR. 

Menurut Hestu Cipto Handoyo, pemerintahan dalarn arti luas yakni 

segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan 

oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk 

menjalankan kekuasaan. Pengertian pemerintahan seperti ini mencakup 

kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh eksekutif, 

legistlatif maupun judikatif Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti 

sempit tidak lain adalah aktifitas atau kegiatan yang lselenggarakan oleh 

presiden ataupun perdana menteri sampai dengan tingkat birokrasi yang paling 

rendah, dengan kata lain penyelenggaraan fungsi-fungsi administratuur atau 

bestuur inilah yang disebut sebagai pemerintahan dalam arti sempit." 

Dengan demiluan, jika pengertian pemerintahan tersebut lkaitkan 

dengan pengertian sistem, maka yang dimaksud dengan sistem pemerintahan 

adalah suatu tatanan atau susunan pemerintah yang berupa suatu struktur yang 

terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling 

melakukan hubungan fungsional di antara organ-organ negara tersebut baik 

secara vertikal maupun horisontal untuk mencapai suatu tujuan yang 

dikehendaki. *' 

79 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi 
Manusia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003, halaman. 84. 

Ibid, halaman. 85. 



Pada umumnya yang dimaksud dengan sistem pemerintahan negara 

hanya berkisar pada mekanisme hubungan antara sebagian alat perlengkapan 

negara, khususnya alat perlengkapan negara pemegang kekuasaan eksekutif 

dan legislatif. Menurut doktnn Hukurn Tata Negara yang biasanya tertuang di 

dalam konstitusi sistem pemerintahan negara dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) 

pengertian, yaitu:81 

1. Sistem pemerintahan negara dalam arti paling luas, yakm tatanan yang 

berupa struktur dari suatu negara yang menitik beratkan pada hubungan 

negara dengan rakyat. Pengertian seperti ini akan menimbulkan model 

pemerintahan monarh,  aristokrasi, dan demokrasi. 

2. Sistem pemerintahan negara dalam arti luas, yakm suatu tatanan atau 

strukhu pemerintahan negara yang bertitik tolak dari hubungan antara 

semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintah pusat (Central 

Government) dengan bagian-bagian yang terdapat di dalam negara di 

tingkat lokal (Local Government). Kajian sistem pemerintahan negara 

dalam arti seperti ini meliputi: 

a. Bangunan negara kesatuan: pemerintah pusat memegang otoritas 

penuh (berkedudukan lebih tinggi) ketimbang pemerintah daerah. 

b. Bangunan negara serikat (federal): pemerintah pusat dan negara bagian 

mempunyai kedudukan yang sama. 

c. Bangunan negara konfederasi: pemerintah lokal mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat 

Ibid. 



3. Sistem pemerintahan negara dalam arti sempit, y a k  suatu tatanan atau 

struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan sebagian organ 

negara di tingkat pusat, khususnya hubungan antara eksekutif dan 

legislatif. Struktur atau tatanan pemerintah negara seperti ini, akan 

menimbulkan model: 

a. Sistem parlementer: parlemen (legislatif) mempunyai kedudukan yang 

lebih tinggi ketimbang eksekutif, contoh: Inggns, Jepang, India. 

b. Sistem Pemisahan Kekuasaan (Presidensiil): parlemen (legislatif) dan 

pemerintah mempunyai kedudukan yang sama dan saling melakukan 

kontrol (check and balances), contohnya: AS. 

c. Sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat: 

pemerintahan (eksekutif) pada halukatnya adalah badan pekerja dari 

parlemen (legislatif), dengan kata lain eksekutif merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dan legislatif (parlemen). Oleh karena itu 

parlemen tidak dlberi kewenangan untuk melakukan pengawasan 

kepada eksekutif, selngga yang berhak mengawasi parlemen dan 

eksekutif adalah rakyat secara langsung, contohnya: Swiss. 

Berdasarkan pengertian sistem pemerintahan yang biasa terdapat 

dalam konstitusi & atas, maka yang akan dluraikan lebih lanjut hanya sebatas 

pengertian pemerintahan negara dalam arti sempit yang terbagi dalam tiga 

macam sistem pemerintahan, yaitu: sistem pemerintahan parlementer 

(parliamentary executive); sistem pemerintahan presidensiil w e d  executive); 



dan sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap 

badan legislatif (referendum dan usul inisiatif rakyat). 

1. Sistem Pemerintahan Parlementer 

Pada prinsipnya sistem parlementer adalah eksekutif dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu Raja atau Presiden sebagai Kepala Negara dan 

Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Raja sebagai Kepala 

Negara terdapat dalam sistem parlementer kerajaan (monarlu parlementer), 

sedangkan Presiden sebagai Kepala Negara berlaku dalam sistem 

parlementer republik (republik parlementer).82 

Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan ini, pada umumnya dapat 

digambarkan sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

a. Terdapatnya hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif 

(parlemen), bahkan antara keduanya saling tergantung satu dengan 

lainnya. 

b. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh parlemen 

dari partai politik atau organisasi peserta pemilu yang mendudul kursi 

mayoritas Q parlemen. Dalam ha1 ini rakyat pemilih tidak secara 

langsung memilih perdana menteri dan kabinetnya. Jika ternyata di 

dalarn parlemen tidak ada satupun partai politik yang mendudul kursi 

mayoritas, maka penyusunan kabinet dan perdana menteri, pada 

82 Bagir Manan, 1999, op. czt, halaman. 16. 
83 B. Hestu Cipto Handoyo, op.cit, halaman. 93. 



umumnya dilakukan dengan cara koalisi, yakm penggabungan dua 

partai atau lebih untuk memperkuat perolehan suara di parlemen. 

c. Kepala negara (apapun sebutannya) hanya berfungsi atau 

berkedudukan sebagai kepala negara saja, tidak sebagai kepala 

eksekutif atau pemerintahan. Kedudukan seperti ini mengalubatkan 

kepala negara tidak dituntut pertanggungjawaban konstitusional, sebab 

kepala negara hanya berfungsi sebagai simbol negara atau 

personifikasi dari negara. Kendatipun demikian kepala negara juga 

diberi wewenang untuk menunjuk forrnatur kabinet dan membubarkan 

kabinet bila keadaan negara menghendalu. 

d. Dikenal adanya mekanisme pertanggung jawaban menteri kepada 

parlemen yang mengalubatkan parlemen dapat membubarkan atau 

menjatuhkan "mosi tidak percaya" kepada kabinet, jika pertanggung 

jawaban atas pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh menteri 

baik secara perorangan atau kolektif tidak dapat diterima oleh 

parlemen. 

2. Sistem Pemerintahan Presidensiil 

Prinsip sistem presidensiil adalah eksekutif dipegang pada satu 

tangan dan tunggal (single executive), yaitu Presiden sebagai Kepala 

Pemerintahan (chief executive) sekaligus Kepala Negara (head of state).84 

Pemegang kekuasaan eksekutif tunggal dalarn sistem pemerintahan 

presidensiil tidak bertanggungjawab kepada Badan Perwalulan Rakyat 

84 Ibid, halaman. 17 



tetapi langsung kepada rakyat pemilih karena dipilih langsung oleh rakyat 

atau melalui badan pemilih (electoral college). Sistem pemilihan 

presidensiil dapat lkatakan subsistem pemerintahan republik, karena 

hanya dijalankan dalam negara yang berbentuk republik (sesuai dengan 

sebutannya sistem pemerintahan presidensiil atau sistem pemerintahan 

kepresidenan). 85 

Negara-negara yang menerapkan sistem presidensiil antara lain 

Phlipina dan Amerika Serikat. Presiden Phlipina dipilih langsung oleh 

rakyat, berdasarkan konstitusi 1 9 8 6 . ~ ~  Presiden Amerika Serikat dipilih 

oleh badan pemilih (electoral college). 

Ciri-ciri utama dari sistem pemerintahan presidensiil ini, adalah 

sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

a. Kedudukan kepala negara (presiden) di samping sebagai kepala negara 

juga sebagai kepala eksekutif (pemerintahan). 

b. Presiden dan parlemen masing-masing dipilih langsung oleh rakyat 

melalui pernilihan umum. Sehngga tidak mengherankan jlka terjadi 

komposisi di mana presiden berasal dari suatu partai politik yang 

berbeda dari komposisi mayoritas presiden memang ada berbagai 

varian yang dikembangkan di berbagai negara. Contohnya di AS, 

pemilihan presiden dilakukan melalui suatu institusi yang dsebut 

electoral college (panitia pengurnpul suara). Sedangkan menurut ULTD 

85 Bagir Manan, 1999, o p i t ,  halaman. 5 1. 
86 Sri Soernantri, Sistem-sistem Pemerintah Negara-negara, Bandung: penerbit 

Tarsito. 1993, halaman. 42. 
87 B. Hestu Cipto Handoyo, Loc.cit. 



1945 Amandemen, pemilihan presiden dan walul presiden 

dilaksanakan secara langsung melalui pemilihan umum tanpa terlebih 

dahulu membentuk apa yang disebut sebagai panitia pengumpul suara. 

c. Karena presiden dan parlemen di pilih langsung oleh rakyat melalui 

pemilihan utnum, maka kedudukan antara kedua lembaga ini tidak bisa 

saling mempengaruhi (menjatuhkan). Hal ini mengingat kedua 

lembaga ini sama-sama bertanggung jawab kepada rakyat pemilih. 

Pola semacam ini merupakan bentuk perluasan pola representasi 

rakyat, yaitu representasi rakyat melalui parlemen y a h  dalam ha1 

pengambilan keputusan-keputusan politik (pembentukan undang- 

undang) dan representasi rakyat melalui presiden yakni representasi 

rakyat dalam melaksanakan pemerintahan. 

d. Kendati presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen di tengah- 

tengah masa jabatannya berlangsung, namun jika presiden melakukan 

suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka presiden dapat dkenai 

Impeuchment (pengadilan DPR). Pelaksana Impeachment ini dilakukan 

oleh Hakim Tinggi pada Supreme Court. Tidak dilakukan oleh anggota 

parlemen. Contoh yang dapat dikemukakan adalah Impeachment yang 

dikembangkan d AS. 

e. Dalam rangka menyusun kabinet (menteri), presiden wajib minta 

persetujuan parlemen. Dalam kaitan dengan ha1 ini, presiden hanya 

menyampaikan nominasi anggota kabinet, sedangkan parlemen yang 



menentukan personil yang definitif. Kemudian presiden mengangkat 

menteri-menteri tersebut setelah mendapat persetujuan parlemen. 

3. Sistem Pemerintahan Referendum 

Sistem pemerintahan ini sering disebut juga sistem badan pekerja 

dan dipergunakan di negara Konfederasi Swiss, dalam sistem ini Dewan 

Federal (pemegang kekuasaan eksekutif) dan Sidang Federal (pemegang 

kedaulatan tertinggi) sama-sama memperoleh kekuasaan dari rakyat, 

sehngga yang berhak untuk melakukan kontrol atas jalannya sistem 

ketatanegaraan tidak lain adalah rakyat secara langsung. Adapun cara yang 

dapat ditempuh oleh rakyat Konfederasi Swiss untuk melakukan kontrol 

terhadap jalannya pemerintahan adalah dengan melalui: 

a. Referendum, yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan rakyat untuk 

memberikan keputusan setuju atau menolak terhadap kebijaksanaan 

atau keputusan yang diambil oleh parlemen, atau setuju atau menolak 

terhadap kebijaksanaan yang Qmintakan persetujuan kepada rakyat. 

Referendum ini terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu: 

1) Referendum obligatoir (wajib), yaitu meminta pendapat secara 

langsung terhadap suatu rancangan undang-undang yang akan 

Qundangkan. 

2) Referendum fakultatif (tidak wajib), yaitu meminta pendapat secara 

langsung kepada rakyat tentang setuju atau tidaknya terhadap 

undang-undang yang sudah berlaku, tetapi ada sementara rakyat 

yang menggugatnya. Dalam ha1 ini apabila mayoritas rakyat 



berpendapat bahwa undang-undang tersebut tetap berlaku seperti 

semula, maka undang-undang tersebut tetap berlaku, demiluan pula 

sebaliknya. 

3) Referendum optatif, yaitu meminta pendapat secara langsung 

kepada rakyat tentang setuju atau tidaknya terhadap rancangan 

undang-undang pemerintah federal atau pemerintah pusat di 

wilayah-wilayah negara bagian atau daerah otonom. 

b. Usul Inisiatif Rakyat, yaitu hak rakyat untuk mengajukan suatu 

rancangan undang-undang kepada parlemen dan pemerintah. 

Selain sistem pemerintahan yang telah diuraikan Q atas, dalam 

prakteknya masih terdapat sistem pemerintahan yang merupakan pelaksanaan 

dari sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer 

yang tidak murni, atau yang biasa Qsebut sistem presidensiil semu dan sistem 

parlementer semu. 

1. Sistem Presidensiil Semu 

Sistem presidensiil semu atau sistem presidensiil tidak murni 

dikembangkan dalam pola ketatanegaraan Indonesia. Sebelum UUD 1945 

di Amandemen, dalarn Pasal 4 UUD 1945 ditegaskan bahwa presiden 

memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 

Kemudian di dalam Pasal 17 ayat (2) dltegaskan bahwa Menteri-menteri 

itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ketentuan ini 

menginhkasikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut 

sistem presidensiil. Akan tetapi jika menyimak Penjelasan Umum UUD 



1945, maka unsur-unsur sistem parlementer akan menampakkan 

kejelasannya. 

Penjelasan urnurn tersebut menyatakan bahwa presiden yang 

diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia 

adalah mandataris dari Majelis, ia wajib menjalankan putusan-putusasn 

Majelis. Presiden tidak neben, akan tetapi untergoerdnet kepada Majelis. 

Penjelasan semacam ini mengandung unsur sistem parlementer, karena 

bila ditinjau dari komposisi keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota 

DPRD di tambah utusan daerah dan golongan menunjukkan bahwa MPR 

juga bertindak laksana parlemen. Dengan demiluan bila dtinjau dari 

mekanisme pertanggung jawaban pelaksanaan pemerintahan, maka dalarn 

sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal adanya dua jalur pertanggung 

jawaban presiden kepada Majelis sebagai lembaga perwakilan rakyat 

sebagaimana layaknya dalam sistem parlementer. 

2. Sistem Parlementer Semu 

Sistem pemerintahan parlementer semu atau sistem parlementer 

tidak mumi dapat dilihat dalam pola ketatanegaraan Perancis. Di negara 

tersebut, presiden dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilu. Demikian pula 

dengan parlemennya. Pola seperti ini nampak mirip dengan sistem 

presidensiil di AS. Di Perancis, presiden mempunyai kekuasaan yang 

besar dalam seluruh kehdupan negara dan pemerintahan. Presiden juga 

dapat membubarkan parlemen, tetapi ia juga mempunyai wewenang untuk 

mengangkat perdana menteri dari partai politik yang menduduki kursi 



mayoritas di parlemen. Perdana menteri dan kabinetnya bertanggung 

jawab kepada parlemen. Akan tetapi jika pertanggung jawaban tersebut di 

tolak oleh parlemen, tidak otomatis mengakibatkan kabinet diberi mosi 

tidak percaya dan dapat dijatuhkan oleh parlemen. Dalam kasus seperti ini 

presiden akan memberikan pertimbangan apakah dalam persoalan adanya 

mosi tidak percaya tersebut memang dsebabkan oleh kabinet yang tidak 

mampu lagi menjalankan garis-garis kebijaksanaan politik yang dtetapkan 

oleh parlemen ataukah justru parlemen yang sudah bertindak melampaui 

batas-batas kewenangannya. Jika dalam pertimbangan tersebut, presiden 

menganggap bahwa parlemen yang ternyata telah melampaui 

kewenangannya, maka justru parlemen yang dapat dbubarkan oleh 

presiden, demikian pula sebaliknya. 

Kekuasaan presiden Perancis yang demilan besar tersebut 

disebabkan presiden dpilih langsung oleh rakyat. Ini berarti presiden juga 

berkedudukan dan bertindak sebagai representasi rakyat, khususnya 

menyangkut kedaulatan rakyat di bidang pemerintahan. Oleh sebab itu, 

tidak mengherankan jika dalam konflik antara kabinet dan parlemen, 

presiden dapat bertindak sebagai mediator bahkan dapat juga disebut 

sebagai juri dalam mengatasi konflik tersebut. Inilah letak ketidakmurnian 

dari sistem parlementer yang dikembangkan di Perancis. 



C. Sistem Pemerintahan Indonesia 

1. Periode 1945-1949 sebagai masa berlaku UUD 1945 yang ditetapkan 

tanggal 1 8 Agustus 1945 

UUD 1945 menghendalu sistem pemerintahan presidensiil, karena 

presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi oleh MPR, dan presiden 

bertanggungjawab kepada MPR. Tetapi dua bulan setelah kabinet 

presidensiil pertarna dibentuk, sistem pemerintahan berubah menjadi 

parlementer. Perubahan ini terjadi karena berbagai dorongan yaitu:88 

a. Dalam rangka demokratisasi pemerintahan dan untuk memperoleh 

basis dukungan yang lebih luas. Sesuai dengan Aturan Peralihan Pasal 

IV hampir semua kekuasaan negara ada di tangan Presiden, sehngga 

nampak sebagai suatu kediktatoran daripada demokrasi. 

b. Untuk meniadakan atau mengurangr pendapat sebagian orang, 

termasuk dunia internasional, Belanda yang mempropagandakan, 

Indonesia merdeka adalah bentukan Jepang. Dengan perubahan sistem 

pemerintahan yang mengrkutsertakan kekuatan yang tidak bekerja 

sarna dengan jepang, akan memudahkan usaha memperoleh dukungan 

internasional. 

c. Sebagai jalan untuk menarik kelompok yang dipimpin Bung Syahnr, 

bersama-sarna kelompok Soekamo-Hatta menghadapi kekuatan lain 

yang dipimpin oleh Tan Malaka. Secara sederhana, perubahan sistem 

88 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit Pusat Studi Hukum 
(PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, halaman. 258. 



pemerintahan pada dasarnya sebagai bagian dari konsolidasi Indonesia 

Merdeka yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. 

Sebagai suatu p r a m  ketatanegaraan, sistem parlementer 1 945- 

1949 menunjukan beberapa keunikan: 

a. Perubahan sistem pemerintahan ini tanpa perubahan UUD. Jadi, 

semata-mata sebagai praktek ketatanegaraan. Praktek ini merupakan 

penyimpangan yang sangat mendasar dari sistem ULD 1945. 

Seandainya praktek tersebut ditolak, pasti akan dikategorikan sebagai 

pelanggaran terhadap UUD 1945. 

b. Sistem parlementer tersebut tidak bejalan ajeg. Dalam berbagai 

keadaan, presiden untuk sementara mengambil alih pemerintahan, 

seperti yang terjadi alubat peristiwa 3 Juli 1946. Sesudah itu, sistem 

parlementer ini di interupsi pula oleh pemerintahan presidensiil yang 

dipimpin Wakil Presiden Hatta (dikenal dengan sebutan pemerintahan 

presidensiil Hatta. Ini suatu keunikan pula, karena pemerintahan 

presidensiil tidak dipimpin presiden (Soekarno) tetapi oleh Walul 

Presiden (Hatta). Model ini hams dipandang sebagai suatu bentuk 

kedaruratan, karena itu tidak dapat dijadikan suatu ciri baku dan tidak 

dapat dipraktekkan dalam sistem ketatanegaraan yang normal. Selain 

itu, sistem presidensiil ini dapat juga dilihat sebagai salah satu 

penvujudan dwitunggal Soekarno-Hatta. Ketika RI menjadi negara 

bagian RIS dan dikenal dengan RI-Yogya, sistem parlementer 



dlhidupkan kembali yang dipimpin Abdul Halim sebagai Perdana 

Menteri sampai RIS bubar dan negara kesatuan terbentuk kembali. 

2. Periode 1949- 1950 Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Konstitusi 

RIS 

Sistem pemerintahan Indonesia menurut Konstitusi RIS adalah 

sistem pemerintahan parlementer yang tidak murni, karena parlemen tidak 

dapat memaksa kabinet atau menteri mengundurkan diri berdasarkan suatu 

mosi tidak percaya. 

Ketentuan Pasal 1 18 Konstitusi RIS antara lain menyebutkan: 

a. Presiden tidak dapat diganggu gugat; 

b. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan 

pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing- 

masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. 

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan secara tegas bahwa 

Republik Indonesia Serikat mempergunakan sistem pertanggung jawaban 

menteri. Kendati demikian dalam Pasal 122 Konstitusi RIS juga 

disebutkan bahwa "DPR tidak dapat memaksa kabinet atau masing-masing 

menteri untuk meletakkan jabatannya". Dengan menyimak kontruksi pasal 

ini, maka sistem yang dipergunakan adalah sistem parlementer yang tidak 

murni. Dengan demihan pertanggung jawaban Pasal 1 18 tidak ada artinya 

atau dapat dikatakan sebagai pertanggung jawaban tanpa sanksi. 



Hingga saat RIS diubah atau kembali pada negara kesatuan, 

ketentuan d atas yang berlaku, sehingga belurn dapat berkembang menuju 

sistem pemerintahan parlementer murni. 

3. Periode 1950- 1959 Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut ULlDS 1950 

UUDS 1950 masih tetap mempergunakan bentuk sistem 

pemerintahan seperti yang &atur dalam Konstitusi RIS. Pendek kata dalam 

ha1 sistem pemerintahan negara, UUDS 1950 masih melanjutkan seperti 

yang diatur di dalam Konstitusi RIS. Hal ini disebabkan UUDS 1950 pada 

halukatnya merupakan hasil amandemen dari Konstitusi RIS dengan 

men&langkan pasal-pasal yang bersifat federalis. Di dalarn Pasal 83 

UUDS 1950 dnyatakan: 

a. Presiden dan Walul Presiden tidak dapat diganggu gugat; 

b. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan 

pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing- 

masing untuk bagiannya sendiri-sendri. 

Berkaitan dengan pasal tersebut, Pasal84 UUDS 1950 menyatakan 

bahwa Presiden berhak membubarkan DPR. Keputusan Presiden yang 

menyatakan pembubaran itu memerintahkan pula untuk mengadakan 

pemilihan DPR baru dalam 30 hari. Konstruksi pasal semacam ini 

mengingatkan pada sistem parlementer yang tidak murni sebagaimana 

dikembangkan oleh Republik Ke V Perancis. 

Persamaan antara sistem parlementer 1945- 1949 dengan masa 

1950- 1959, keduanya menunjukkan pemerintahan yang tidak stabil. Silih 



berganti dalam waktu yang pendek-pendek. Bagaimanapun kuatnya suatu 

susunan pemerintahan, dengan masa kerja yang terlalu pendek tidak akan 

memberi kesempatan untuk melaksanakan program-programnya secara 

wajar. Ketidakstabilan ini menjadi salah satu dasar yang mendorong 

memberlakukan kembali UUD 1945 (5 Juli 1959). 

Ketidakstabilan pemerintahan tersebut terjad karena beberapa 

faktor: 

a. Sistem parlementer disertai sistem banyak partai. Di parlemen (ISNIP, 

DPRS, dan DPR) tidak ada partai mayoritas mutlak yang mendukung 

dan menjamin pemerintahan yang stabil. 

b. Alubat tidak ada partai yang mayoritas mutlak, pemerintahan hams 

disusun berdasarkan koalisi. Bukan saja berbagai kompromi, tetapi 

koalisi setiap saat pecah akibat perbedaan pandangan antar partai 

pendukung pemerintah. 

c. Suasana yang sangat demokratis kadang-kadang dilaksanakan secara 

berlebihan. Bung Hatta menyebutnya sebagai "ultra demokrasi" yang 

sangat menekankan aspek kebebasan, tanpa memperhitungkan alubat 

pemerintahan yang tidak stabil bagi kehdupan masyarakat dan negara. 

Inilah yang kemudian dij adi kan j organ sebagai "demokrasi liberal". 

Sesuatu sistem demokrasi yang tidak ada kaitan dengan stabil atau 

tidak stabilnya pemerintahan. Kalaupun ada semacam demokrasi 

liberal, yang dipraktekkan di negara-negara seperti Inggris, Australia, 

Jepang dan lain-lain, semuanya menunjukkan suatu pemerintahan yang 



stabil. Kestabilan tidak ditentukan oleh liberal atau tidak liberal, tetapi 

oleh berbagai mekanisme politik dan struktur politik (idra atau supra) 

yang djalankan. 

d. Presiden Soekarno juga ikut mempengaruhi suasana pemerintahan. 

Beliau acapkali mencampuri baik langsung atau tidak langsung 

terhadap politik clan penyelenggaraan pemerintahan. Sesuatu yang 

tidak lazim bagi seorang Presiden parlementer. Dalam berbagai hal, 

keikutsertaan beliau mungkm dapat dipahami. Sebagai pemimpin 

bangsa, beliau merasa bertanggungjawab untuk membangun kehidupan 

bangsa dan negara yang sehat dalam satu bangunan pemerintahan yang 

stabil. 

e. Faktor-faktor orientasi politik, balk secara nasional maupun 

internasional ikut m e m p e n g h  suasana pemerintahan seperti 

hubungan dengan Belanda sebagai negara yang pernah menjajfi, sikap 

terhadap modal asing, pengaruh perang dingn antara Blok Barat dan 

Timur dan lain-lain. 

4. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 (sebelurn dan sesudah 

Amandemen) 

a. Periode 1959-keruntuhan Orde baru (Sebelum Amandemen UUD 

1945) 

Tanggal 5 Juli 1959, UUD 1945 yang ditetapkan PPKI 

dinyatakan berlaku kembali menggantikan UUDS 1950. Dari segi 

pemerintahan, selain memberi kedudukan yang h a t  pada pemerintah, 



UUD 1945 lebih menjamin pemerintahan yang stabil. Ada beberapa 

alasan lain memberlakukan ULTD 1945 seperti, kembali kepada 

semangat proklamasi, tidak liberal dan lain-lain. Tetapi ada ha1 

mendasar yang dilupakan, bahwa UUD 1945 dibuat dalam suasana 

perang dan ketergesa-gesaan, sehngga banyak sekali kelemahannya. 

Menyadan ha1 itu, pembuat UUD 1945 dengan sengaja menetapkan 

UUD 1945 sebagai ULTD sementara. Jadi, kembali ke UUD 1945 

berarti kembali pada suatu UUD yang memerlukan penyempurnaan. 

Berbagai kelemahan UUD 1945, antara lain kekuasaan eksekutif 

(Presiden) yang kuat (executive heavy) tanpa dlsertai sistem checks 

and balances yang memadai. Tanpa sistem kekuasaan pengimbang 

yang memadai, kekuasaan Presiden yang besar menjadi kurang 

terkendali dan dapat menuju sistem kekuasaan otorian. Inilah yang 

dialami selama pemerintahan Presiden Soekarno ( 1959- 1966) dan 

pemerintahan Presiden Soeharto (1966- 1998). 

Kelemahan konstitusional ini diperkuat pula oleh budaya 

politik yang tidak kondusif bagi perkembangan demokrasi seperti 

feodalisme dan pendekatan-pendekatan kharismatis-kosmis dalam 

pengelolaan politik. Kepada rakyat ditanamkan dengan sungguh- 

sungguh bahwa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto berjasa 

sangat besar terhadap bangsa dan negara dibandingkan dengan yang 

lain. Keduanya memikul amanat kosmis yang tidak dlmiliki pemimpin 

yang lain, sehngga ucapan, atau kehendak mereka merupakan cermin 



dari berbagai faktor kosmis yang hams dijunjung tinggi tanpa reserve. 

Selain itu, berlaku pula hukurn kekuasaan sebagaimana lnyatakan 

Montesquieu, kekuasaan itu mengandung muatan kenikrnatan. Setiap 

orang yang mempunyai kekuasaan cenderung memperbesar dan 

menyalahgunakannya, dan menjalankan kekuasaan itu sekehendak 

hatinya. Untuk menopang kekuasaan tersebut lciptakan berbagai 

simbol seperti pemimpin besar revolusi, bapak pembangunan. Selain 

itu, diciptakan pula kekuasaan khusus yang akan menjadi dasar 

pembenaran bagi berbagai tindakan mereka termasuk yang 

bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, prinsip konstitusi dan lain 

sebagainya. Untuk lebih memperkokoh kekuasaan mereka, diciptakan 

pula berbagai suasana untuk menyatukan rakyat seperti sistem 

indoktrinasi, sistem wadah tunggal, sistem ideologi negara dengan 

tafsir-tafsir resmi yang tidak dapat lsimpangi. 

Kumulasi dari berbagai ha1 l atas mulai dari kelemahan ULD 

ditambah dengan berbagai ciptaan sarana penopang yang beraneka 

ragarn, makin memperkuat kedudukan presiden menjadi kekuasaan 

yang tidak dapat dikontrol menuju satu kekuasaan otoritarian dan 

kelktatoran. 

Berdasarkan sistematika ULTD 1945, sistem pemerintahan 

negara tidak secara implisit tertuang di dalamnya. Hal ini agak berbeda 

dengan kedua Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Bahkan 

dalarn beberapa ketentuan, secara eksplisit mengindikasikan adanya 



bentuk carnpuran antara sistem presidensiil dan parlementer. Dalam 

penjelasan UUD 1945 chsebutkan bahwa Dewan tidak bisa dibubarkan 

oleh Presiden. Presiden Republik Indonesia adalah Kepala Eksekutif 

dan tidak boleh merangkap menjadi anggota DPR dan Mahkamah 

Agung, apalagi menjadi pimpinan MPR. Menteri-menteri diangkat dan 

hberhentikan oleh Presiden. Konstruksi semacam ini memperlihatkan 

kecenderungan ke arah sistem presidensiil. 

Akan tetapi, karena Presiden RI tidak dipilih oleh rakyat secara 

langsung, melainkan oleh MPR dan dapat diberhentikan sebelum masa 

jabatannya habis oleh MPR jika melanggar UUD 1945 dan Garis-garis 

Besar Haluan Negara (GBHN), maka menunjukkan bahwa sistem 

presidensiil yang dianut oleh UUD 1945 bukan sistem presidensiil 

yang murni. 

Upaya untuk mencegah terulangnya pemerintahan otoritarian 

dan kehktatoran di atas, pembaruan UUD 1945 merupakan suatu 

keharusan, antara lain untuk menciptakan perangkat dan mekanisme 

checks and balances yang lebih efektif dan sistem pembatasan 

kekuasaan presiden yang lebih efektif pula. 

b. Sesudah Amandemen UUD 1945 

Berdasarkan UUD 1945 Amandemen, terdapat penegasan 

bahwa sistem pemerintahan presidensiil akan tetap dipertahankan dan 

bahkan diperkuat melalui mekanisme pemilihan Presiden dan Walul 

Presiden secara langsung. Terkait dengan penegasan sistem 



pemerintahan negara Indonesia, maka pasal-pasal dari UUD 1945 yang 

telah diamandemen pertama kali, yaitu Pasal 5 ayat (I), Pasal 7, Pasal 

17 ayat (2), Pasal20 ayat (1). 

Kendati Pasal-pasal UCTD 1945 yang sudah di arnandemen 

tersebut memberikan indikasi pelaksanaan sistem presidensiil, narnun 

dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, sistem 

presidensiil ini masih tetap belurn dilaksanakan secara murni. Hal ini 

nampak jelas tertuang di dalam Tap MPR No. VIiMPRf1999 tentang 

Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Walul Presiden 

Republik Indonesia. Dialam Pasal8 antara lain dinyatakan: 

1) Fraksi dapat mengajukan seorang calon presiden. 

2) Calon presiden dapat juga diajukan oleh sekurang-kurangnya tujuh 

puluh orang anggota Majelis yang terdiri atas satu fraksi atau lebih. 

3) Masing-masing anggota Majelis hanya boleh menggunakan salah 

satu cara pengajuan calon Presiden sebagaimana disebutkan dalam 

ayat (1) dan (2) pasal ini. 

Memperhatikan ketentuan di atas, maka nampak jelas bahwa 

pemilihan Presiden tidak dilakukan secara langsung, melainkan masih 

merupakan wewenang dari MPR melalui pengusulan oleh anggota 

MPR maupun fiaksi (sebagai perpanjangan dari Parpol peserta 

Pemilu). Ini berarti dalarn ha1 rekruitmen kepala pemerintahan masih 

tetap mempergunakan pola sistem parlementer. 



BAB m 

PERGESERAN KEKUASAAN EKSEKKTTIF SESUDAH 

AMANDEMEN UNDANGUNDANG DASAR 1945 

A. Pemikiran Pendiri Negara Di Dalam Rancangan UUD 1945 

Ketentuan dalam penjelasan ULJD 1945 menyatakan, "memang untuk 

menyeliQki hukum dasar (droit constitutionelle) suatu negara, tidak cukup 

hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (loi constitutionelle) 

saja, akan tetapi hams menyelidih juga bagaimana prakteknya dan bagaimana 

suasana kebatinannya (geistlichen Hintergrundj dari Undang-Undang Dasar 

itu. Undang-Undang Dasar negara mana pun tidak dapat Qmengerti kalau 

hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya 

Undang-Undang Dasar dari suatu negara, luta hams mempelajari juga 

bagaimana terjadinya teks itu, hams diketahui keterangan-keterangannya dan 

juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibihn. Dengan demikian h t a  

dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang hta pelajari, aliran 

pihran apa yang menjadi dasar undang-undang itu." 

Berdasarkan ketentuan dalarn penjelasan UUD 1945 di atas, jelas 

bahwa untuk mengetahui maksud diberikannya kekuasaan eksekutif yang 

besar dalam UUD 1945 perlu juga dipelajari pemikiran para pendiri negara 

dalam menyusun rancangan UUD 1945. 

Prinsip dasar yang disepakati sebagai asas Undang-Undang Dasar 

adalah gotong-royong atau falsafah hidup bersama-sama & dunia ini, manusia 



yang satu dengan manusia yang lain, bangsa yang satu dengan bangsa yang 

lain dan s e t e m ~ n ~ a . * ~  

Hatta berpandangan yang mengemukakan bahwa negara bam 

berdasarkan gotong-royong dan hasil usaha bersama adalah baik, namun 

beliau menambahkan bahwa perlu diantisipasi terjadinya negara kekuasaan, 

sebab kita mendasarkan negara kita atas kedaulatan rakyat bisa dipergunakan 

oleh negara, apalagi menurut susunan Undang-Undang Dasar sekarang ini 

yang menghendaki kedaulatan rakyat yang h ta  temui di dalam Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dan penyerahan kekuasaan kepada Presiden, ialah 

Presiden jangan sanggup menimbulkan suatu negara kekuasaan. Jadi 

bagaimanapun juga, h t a  menghargai tinggi keyalunan itu atas kemauan kita 

untuk menyusun negara baru, tetapi ada baiknya jaminan diberikan kepada 

rakyat, yaitu hak untuk merdeka berpikir dan hak mengeluarkan suara supaya 

tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah.90 

Namun pandangan Hatta tersebut tidak sejalan dengan pandangan 

Soepomo yang menyatakan, "dasar kekeluargaan menghendaki sistem 

pemerintahan yang menganggap Pemerintah pada urnurnnya dan Kepala 

Negara pada khususnya sebagai Kepala Keluarga Besar, yang terdri atas 

seluruh rakyat. Sesuai dengan dasar itu Pemerintah hams dberi kepercayaan 

untuk memegang kekuasaan yang tetap, yang tidak digantungkan kepada 

89 Pendapat Radjiman dalam Rapat Panitia Hukum Dasar tanggal 15 Juli 1945, dengan 
agenda pembicaraan tentang Rancangan ,Undang-Undang Dasar, dikutip dalam Saaftoedin Bahar 
dm Nannie Hudawati (penyunting), Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan 
Kernerdekaan Indanesia (BPUPKI), Panitia Persiqan Kernerdekaan Indonesia (PPKI) 18 Mei 
1945-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998, halaman. 285. 

Ibid, halaman. 286. 



kekuasaan Dewan Perwalulan Rabat." Berkaitan dengan pandangan Hatta 

lebih lanjut dinyatakan, "Undang-Undang Dasar yang kami rancangkan, 

berdasar atas faham kekeluargaan, tidak berdasar atas faham perorangan yang 

kita tolak. Pernyataan hak berkumpul dan berserikat di dalam Undang-Undang 

Dasar adalah sistematik dari faham perseorangan, oleh karena itu dengan 

menyatakan hak bersidang dan berserikat di dalam Undang-Undang Dasar luta 

akan menentang faham sistematik faham kekeluargaan." Kemudian ditegaskan 

pula, "jikalau suatu Pemerintah hendak bertindak sewenang-wenang, 

meshpun ada jaminan dalarn konstitusi, jaminan itu tidak akan ada a~-tin~a."~l 

Berdasarkan beberapa pandangan dalam Rapat Panitia Hukum Dasar 

tanggal 15 Juli 1945, dengan agenda pembicaraan tentang Rancangan 

Undang-Undang Dasar di atas, penulis menyimpulkan bahwa kekuasaan 

eksekutif yang besar dalam UUD 1945 dirnaksudkan oleh para pendiri negara 

sebagai bentuk manifestasi asas kekeluargaan yang menganggap Pemerintah 

pada umumnya dan Kepala Negara pada khususnya sebagai Kepala Keluarga 

Besar sebagaimana pandangan Soepomo. Walaupun diberikan kekuasaan yang 

besar, namun Kepala Negara bukan diktator atau kekuasaan tidak tak terbatas, 

sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan penjelasan UUD 1945. 

Ketentuan dalam penjelasan UUD 1945 juga menyatakan bahwa, 

"yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam ha1 hidupnya negara 

ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para 

pemimpin pemerintahan. Meskipun dibilun Undang-Undang Dasar yang 

91 Ibid, halaman 299-300. 



rnenurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila sernangat para 

penyelenggara negara, para pemirnpin pernerintahan itu bersifat perorangan, 

Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, 

meslupun Undang-Undang Dasar itu tidak sernpurna, akan tetapi jikalau 

sernangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu 

tentu tidak akan rnerintangi jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah 

sernangat. Maka sernangat itu hdup atau dengan lain perkataan dinamis. 

Berhubung dengan itu, hanya atauran-aturan pokok saja hams ditetapkan 

dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-ha1 yang perlu untuk 

menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu hams diserahkan kepada undang- 

undang. 

Menurut penulis, para pendiri negara sebenarnya sudah berusaha untuk 

rnenyusun UUD 1945 dengan sangat hati-hati dan teliti serta 

rnempertirnbangkan sernua kemunghnan-kemunghnan yang dapat terjadi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada UUD 1945, 

hanya saja yang perlu diperhatikan disini adalah negara Indonesia berdasar 

atas hukum, sehngga pernerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukurn 

dasar yaitu UUD 1945). Dengan ketentuan tersebut, maka mempunyai 

konsekuensi bahwa hukum dasar itu hams mernuat secara rinci segala 

sesuatunya supaya penyelenggaraan pemerintahan dapat bejalan sesuai 

dengan yang diharapkan. Dalam konteks yang derniluan, keberadaan semangat 

pernimipin pemerintahan yang baik tentunya yang sesuai dengan pokok-pokok 

plluran dalam UUD 1945, narnun pokok-pokok pikiran tersebut bersifat 



abstrak sehngga semua orang dapat membuat manifestasi yang berlainan. 

Oleh karena itu pemimpin Orde Lama dan Orde Baru dengan argumennya 

masing-masing, merasa telah menjalankan semangat UUD 1945 namun 

hasilnya melahlrkan kediktatoran yang disebabkan kurang baiknya pengaturan 

dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai landasan yuridis pelaksanaannya dalam 

menciptakan mekanisme check and balances. 

Sebenarnya dalam penyusunan UUD 1945, telah Qsadari terdapat 

banyak kekurangan dan kelemahan oleh para pendiri negara, sayangnya ketika 

negara Indonesia sudah merdeka tidak segera dilakukan penyempurnaannya 

sebagaimana yang diatur dalam aturan tambahan UUD 1945. 

Akhirnya dapat dikatakan bahwa pemikiran para pendiri negara dalam 

menyusun UUD 1945 dimaksudkan sebagai dasar untuk menyelenggarakan 

negara dan pemerintahan yang baru terbentuk dan harusnya disempurnakan 

setelah lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD 1945 dibentuk. 

B. Kekuasaan Eksekutif Berdasarkan UUD 1945 

Kekuasaan eksekutif dalam sistem yang dianut oleh UUD 1945 

sebelum amandemen menghendalu suatu penyelenggaraan pemerintahan yang 

kuat dan stabil, untuk mencapai maksud tersebut UUD 1945 menggunakan 

prinsipprinsip: 

1. Sistem eksekutif tunggal bukan kolegal (Pasal4 ayat (1) UUD 1945); 

2. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan (chief of executive) dan 

sekaligus sebagai kepala negara (head of state); 



3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, tetapi kepada MPR 

(Penjelasan UUD 1945); 

4. Selain wewenang adrninistrasi negara, Presiden mempunyai wewenang 

mandiri dalam membuat aturan-aturan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. Di samping itu dengan alasan kegentingan yang memaksa 

Presiden dapat menerbitkan Perpu yang kedudukannya sederajat dengan 

UU (Pasal5 dan Pasal22 UWD 1945); 

5. Presiden memiliki kekuasaan di bidang legislasi bersama-sama DPR. 

Bahkan Presiden dapat menolak mengesahkan RUU yang Qajukan oleh 

DPR (Pasal2 1 UUD 1945). 

Menurut Bagir Manan, jenis-jenis kekuasaan yang dilekatkan kepada 

Presiden oleh UlTD 1945 maupun ketentuan di luar WUD, dapat dirinci . 

sebagai be~ikut:'~ 

1. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintah; 

2. Kekuasaan Q bidang perundang-undangan, meliputi: 

a. Kekuasaan membentuk undang-undang; 

b. Kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah; 

c. Kewenangan menetapkan Keputusan Presiden; 

d. Kewenangan menetapkan Perpu. 

3. Kekuasaan di bidang Yustisial; 

4. Kekuasaan Presiden dalam hubungan luar negeri, meliputi: 

92 Bagir Manan, Lembaga Kepresihnan, Pusat Studi Hukum FH UII dengan Gama 
Media, Yogyakarta, 1999, halarnan. 121 -1 78. 



a. Kekuasaan mengadakan perjanjian dengan negara lain; 

b. Kekuasaan menyatakan perang dengan negara lain; 

c. Kekuasaan mengadakan perdamaian dengan negara lain. 

Sementara itu berkenaan dengan ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan 

UUD 1945, yang secara implisit menegaskan bahwa kekuasaan terpusat pada 

Presiden sampai terbentuknya MPR, DPR, dan DPA. Ismail Suny 

menyatakan, bahwa ketentuan itu memberikan dasar hukum bagi berlakunya 

suatu sistem ketatanegaraan yang disebut "kediktatoran konstitusional" 

(constitutional dictator~hip).~~ Pengertian constitutional dictatorship itu 

sendiri menurut Mark N Hagopian dalarn bukunya "Regimes, Movements and 

Ideologies" (1978) tidak lain adalah "the fusion of power in the executzve". 

Sedangkan sifat kediktatoran konstitusional tersebut menurut Hagopian, 

tidaklah bersifat permanen melainkan temporer. Oleh karena itu kediktatoran 

konstitusional hanya efektif dalam koncl~si:~~ 

1. Foreign war; 

2. Internal rebellion; 

3. Economic depression; and 

4. Natural catastrophes 

Berdasarkan uraian di atas, Presiden Republik Indonesia mempunyai 

kedudukan sebagai Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan. 

Memang ada kedudukan lain yang juga disebut dalam UUD 1945, yaitu dalam 

- - 

93 Ismail Smy, Pergeseran Kekuasaan Eksekutij? Suatu Penyelidikan dalam Hukum 
Tatanegara, Aksasa Baru, Jakarta, 1993, halaman. 20. 

94 Aidul Fitricia Azhari, Sistem Pengambilan Keputusan Demokrasi Menurut Konstitusi, 
Muhammadiyah University Pres, UMS, Surakarta, 2000, haiaman. 256. 



Pasal 10 yang menyatakan bahwa "Presiden memegang kekuasaan yang 

tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara". 

Kedudukan ini biasa Qsebut sebagai Panglima Tertingg atas ketiga angkatan 

bersenjata atau ketiga angkatan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya 

dalam Pasal 10A UUD 1945 amandemen, dinyatakan pula bahwa "Presiden 

memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia". 

Kewenangan-kewenangan yang ditetapkan dalam Pasal-pasal 10, 1 1, 

12, 13, 14, dan Pasal 15 ULlD 1945 biasanya dikaitkan dengan kedudukan 

Presiden sebagai Kepala Negara. Pasal 1 1 mengatur mengenai kewenangan 

Presiden untuk menyatakan perang dan darnai serta kewenangan untuk 

membuat perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 berkenaan dengan 

kewenangan menyatakan keadaan bahaya, Pasal 13 berkenaan dengan 

pengangkatan dan penerimaan Duta Besar dan Konsul. Pasal 14 mengenai 

pemberian grasi dan rehabilitasi, serta pemberian amnesti dan abolisi; dan 

Pasal 15 mengenai pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehonnatan lainnya. 

Sesuai hasil Perubahan Pertama UUD 1945, pelaksanaan kewenangan 

Presiden tersebut di atas secara berturut dipersyaratkan adanya pertimbangan 

DPR, pertimbangan MA, ataupun Qharuskan adanya persetujuan DPR, dan 

bahkan diharuskan adanya UU terlebih dahulu yang mengatw ha1 itu. 

Pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam Pasal 11 memerlukan persetujuan 

DPR. Pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 15 

mempersyaratkan adanya UU mengenai ha1 itu lebih dahulu. Pelaksanaan 

kewenangan dalarn Pasal 13 memerlukan pertimbangan DPR yang hams 



diperhatikan oleh Presiden. Sedangkan pelaksanaan kewenangan dalam Pasal 

14 dibagi dua, yaitu untuk pemberian grasi dan rehabilitasi diperlukan 

pertimbangan MA, sedangkan pemberian amnesti dan abolisi diperlukan 

pertirnbangan DPR. 

Kaitannya dengan fimgsi legslatif, berdasarkan ketentuan ULTD 1945 

Pasal 5 ayat (1) lama, memang dinyatakan bahwa "Presiden memegang 

kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR.  Dengan ketentuan 

demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan legislatif yang utama memang 

berada di tangan Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala 

Pemerintahan. Hanya saja pelaksanaan kewenangan ini tidak boleh dilakukan 

semena-mena, dan untuk itu diperlukan persetujuan DPR yang tingkatannya 

sederajat dengan Presiden. DPR bahkan berhak menolak ataupun menyetujui 

hanya sebagian rancangan ULT yang diajukan oleh Presiden. Bahkan DPR 

lber i  hak pula untuk berinisiatif mengajukan rancangan UU sendiri. Dalam 

hubungan ini, lembaga DPR dapat dikatakan lebih merupakan lembaga 

kontrol atau pengawas daripada lembaga legslatif dalam arti yang sebenamya. 

Paradgma rasional yang terbangun mengenai institusi kepresidenan 

Republik Indonesia sebagai pejabat pelaksana belaka terhadap berbagai 

keputusan legslatif. Bahkan, di mata hukurn, lembaga kepresidenan yang 

berisi jabatan dan pejabat Presiden dan Wakil Presiden itu, hanyalah 

merupakan pelaksana dan pelaku aturan-aturan hukum, baik yang tertuang 

dalam UUD, TAP MPR, UU, maupun dalarn berbagai peraturan perundang- 

undangan tingkat pelaksanaan. Hal ini sesuai pula dengan bunyi surnpah 



jabatan Presiden dan Wakil Presiden seperti ditentukan dalam Pasal 9 UUD 

1945, yang antara lain berbunyi: "Demi Allah, saya bersumpah akan 

me men^ kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan 

seadil-adilnya, memegang teguh UUD, menjalankan segala W dan peraturan- 

peraturannya dengan selurus-lurusnya, dan berbakti kepada Bangsa dan 

Negara". Dalam bunyi sumpah tersebut tercantum tegas bahwa Presiden dan 

Walul Presiden bersumpah 'Demi Allah' akan memegang teguh UUD dan 

menjalankan segala W dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Artinya, 

Presiden dan Walul Presiden telah sungguh-sungguh bersumpah atau berjanji 

untuk menaati segala ketentuan hukurn dengan selurus-lurusnya, termasuk 

ketentuan yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditetapkan 

sendiri oleh Presiden seperti PP dan Keppres. Jika Presiden tidak setuju 

dengan isinya, misalnya karena dianggap sudah ketinggalan zarnan, maka 

dengan kewenangannya, Presiden dapat saja mengubah isi peraturan-peraturan 

itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan tetapi, sekali suatu norma 

aturan telah ditetapkan menjadi dokurnen hukurn yang berlaku sah, maka sejak 

saat itu Presiden diwajibkan menaati segala ketentuan yang diatur dalam 

peraturan tersebut. 

Jika Presiden melanggar peraturan yang dtetapkannya sendiri berarti 

Presiden telah melanggar sumpah jabatannya sendiri. Jika Presiden melanggar 

sumpahnya sendiri, berarti Presiden telah melanggar jiwa dan semangat yang 

terkandung dalam ketentuan Pasal 9 UUD 1945 yang merupakan salah satu 

butir materi haluan penyelenggaraan negara yang ditentukan dalam konstitusi. 



Jika Presiden melanggar salah satu segi saja dari materi konstitusi, maka ha1 

itu sudah cukup untuk menjadi alasan bagi DPR untuk menuntut 

pertanggungawaban konstitusional di hadapan persidangan majelis yang 

khusus diadakan untuk itu. Persidangan demiluan inilah yang lazim dikenal 

dengan sebutan Sidang Istimewa atau Qsebut dengan Persidangan Istimewa 

sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945. 

Uraian dI atas, oleh Dahlan Thaib dikelompokkan dalam 3 bidang 

kekuasaan Presiden sebagai be~ikut:'~ 

1. Kekuasaan dalam bidang legislatif 

Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif yang menurut isltilah 

C.F. Strong Qsebut Legislative Power dapat dIlihat pasal-pasal UUD 1945 

sebagai berikut: 

a. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan 

persetujuan Dewan Penvakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 

ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) UUD 1945). Perurnusan pasal-pasal 

tersebut di atas menempatkan Presiden pada peranannya yang lebih 

menonjol dari pada Dewan Perwakilan Rakyat dalam tugasnya di 

bidanglegislatif. Bahwa membuat undang-undang pada hakekatnya 

adalah membuat suatu kebijaksanaan mum yang dIlakukan oleh 

Presiden, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan itu presidenlah 

a b m y a  yang bertanggung jawab pada Majelis, maka kedudukan 

Presiden dalam praktek lebih menonjol dan pada DPR. 

- - - 

95 Dahlan Thaib, up. cit., halaman. 3 1 .  



b. Dalam keadaan darurat atau kegentingan yang mendesak Presiden 

dapat menetapkan perahuan pemerintah sebagai pengganti undang- 

undang (Pasal22 ayat (1) UUD 1945). 

c. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden berwenang menetapkan 

perahuan pemerintah (Pasal5 ayat (2) UUD 1945. 

d. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan 

undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang 

diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun 

yang lalu (Pasal23 ayat (1) UUD 1945). 

2. Kekuasaan dalam bidang eksekutif (Executive power) 

a. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) tertingg 

dalam negara (Pasal4 ayat (1) UUD 1945). 

b. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945). Dalam 

perkembangan ketatanegaraan selanjutnya Presoden dnyatakan 

sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 

sehngga tidak hanya angkatan perang tetapi juga polisi (POLRI). 

c. Dengan persetujuan DPR, Presiden menyatakan perang, membuat 

perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 UUD 1945). 

d. Mengangkat menteri-menteri dan memberhentikannya (Pasal 17 ayat 

(2) ULTD 1945). 



e. Presiden menyatakan keadaan bahaya, dalam mana syarat-syarat dan 

akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12 

UUD 1945). 

f Presiden mengangkat duta dan konsul seta menerima duta negara lain 

(Pasal 13 UUD 1945). 

g. Presiden memberikan gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan 

yang lain (Pasal 15 UUD 1945). Dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

Pasal ini, pemerintah telah mengeluarkan tanda-tanda kehormatan yang 

berupa "Bintang" yang diberikan kepada orang-orang yang berjasa 

sangat luar biasa kepada negara dan bangsa Indonesia, dan "Satya 

Lencana" diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa besar 

kepada negara dan bangsa Indonesia. 

3. Kekuasaan dalam bidang Yudikatif (Judicialpower) 

Presiden benvenang memberikan grasi, amnesti, abolisi dan 

rehabilitasi (Pasal 14 UUD 1945). Pasal ini merupakan kekecualian dari 

Pasal 24 ULTD 1945 yang dalam penjelasannya berbunyi: "kekuasaan 

kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka; artinya terlepas dari pengaruh 

kekuasaan pemerintah". Hal kekecualian tersebut dipertegas oleh Pasal 4 

ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan: "segala 

campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar 

kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalarn hal-ha1 yang tersebut dalam 

Undang-Undang Dasar". Di samping itu, Pasal3 1 Undang-Undang No. 14 



Tahun 1970 menyatakan bahwa: "Hakim hangkat dan diberhentikan oleh 

Kepala Negara." 

Bila diteliti lebih lajut penjelasan UUD 1945 juga terdapat beberapa 

kekuasaan, kewajiban dan wewenang Presiden, antara lain:96 

1. Presiden hams menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang 

telah ditetapkan oleh MPR. 

2. Presiden yang diangkat oleh MPR, tunduk dan bertanggungiawab kepada 

MPR. 

3. Presiden mandataris MPR, waj ib menj alankan putusan-putusan MPR. 

4. Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi di 

bawah MPR. 

5. Presiden tidak neben akan tetapi untergeordnet kepada MPR. 

6. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab 

adalah di tangan Presiden (Concentration ofpower and responsibility upon 

the presiden). 

Kekuasaan eksekutif berdasarkan UUD 1945 sebagaimana yang 

diuraikan di atas terlihat sangat besar, diberikannya kekuasaan eksekutif yang 

besar dalam UUD 1945 bukan tanpa alasan. Untuk mengetahui mengapa 

eksekutif hberi kekuasaan yang besar dalam UUD 1945 dapat diketahui dari 

sejarah pembentukan UUD 1945. 

Negara Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 beserta 

dengan Tata hukum dan Tata Negaranya, walaupun sebagian peraturan- 

96 Ibid, halaman. 3 3 .  



peraturan dan ketetapan-ketetapan dari Tata hukum yang sebelumnya masih 

dibolehkan berlaku terus, tetapi sudah barang tentu segala sesuatunya masih 

jauh dari sempma (tidak sesuai dengan kondisi negara Indonesia sesudah 

merdeka). 

Bentuk-bentuk ketatanegaraan yang lazimnya diatur di dalam Undang- 

Undang Dasar, alat-alat perlengkapan negara yang penting-penting, daerah 

negara serta warga negaranya, kesemua formal masih belurn jelas. Untuk 

menyempmakan negara yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945, maka 

pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

bersidang. 

Di dalam sidang ini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berhasil 

antara lain: menetapkan Undang-Undang Dasar Negara, memilih Presiden dan 

Wakil Presiden, yaitu masing-masing Ir. Sukarno dan Drs. Moharnmad Hatta. 

Adapun yang ditetapkan dan dsahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara 

ialah Rencana Undang-Undang Dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha- 

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan mengalami beberapa 

perubahan dan penambahan. Undang-Undang Dasar yang telah disahkan ni, 

dengan sendirinya resmi mempergunakan nama Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan 

Undang-Undang Dasar 1 945. 

Memperhatikan bahwa yang ditetapkan dan disahkan sebagai Undang- 

Undang Dasar Negara adalah hasil Rencana Undang-Undang Dasar hasil 

karya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 



dengan mengalami beberapa perubahan dan penambahan, maka sejarah 

pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi menjadi dua masa yaitu 

masa pereacanaannya, serta masa penetapan dan pengesahannya. 

Perencanaan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan 

semasa Tanah h r  maah dalam masa pendudukan Bala tentara Jepang, 

menurut keterangan Saiko Sikikan pada tanggal 7 September dalam sidang 

istimewa Telkoku Gaih (Dewan Perwakilan Rakyat Jepang) yang ke-85 oleh 

Perdana Menteri Koiso telah dinyatakan kepada seluruh dunia bahwa Hindia 

Timur akan dimerdekakan di kemudian hari karena bangsa Indonesia ternyata 

sudah siap dan sanggup untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timw 

~ a ~ a . ' ~  

Untuk sekedar mempersiapkan pelaksanaan janji tersebut, maka pada 

tanggal 28 Mei 1945 oleh Pemerintah Bala tentara Jepang Qlanhk sebuah 

badan yang diberikan nama Badan PenyeliQk Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia dengan beranggotakan 62 orang Indonesia. Bangsa 

Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ternyata yang dapat 

dihasilkan oleh para pemuka yang duduk di dalam Badan Penyelidik Usaha- 

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tidak hanya sampai kepada 

penyelidikan saja, tetapi lebih dari itu yaitu sampai Qhasilkan sebuah Rencana 

Undang-Undang Dasar. Setelah melalui beberapa kali sidang, maka pada 

tanggal 16 Juli 1945, oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

97 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Burni Aksara, Jakarta, 200 1 ,  
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Kemerdekaan Indonesia diterima dan Qsetujui sebuah Rancangan Undang- 

Undang Dasar. 

Oleh karena tugas-tugas Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia telah selesai, maka untuk mengerjakan tugas-tugas 

selanjutnya dibentuklah oleh Pemerintah Bala tentara Pendudukan Jepang 

sebuah panitia lain, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan 

tugas untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang kemerdekaan. 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini, mulai bekerja pada 

tanggal 9 Agustus 1945, dan akan selekas munglun menyelesaikan soal-soal 

yang perlu untuk kemerdekaan, terutama soal Undang-Undang Dasar yang 

Rancangannya telah ada dan rencananya pada tanggal 24 Agustus 1945 

Kemerdekaan Indonesia sudah akan dapat disahkan oleh Pemerintah Jepang di 

Tokyo. Belurn sempat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dapat 

bersidang sesuai dengan jadwalnya telah terjadi perubahan situasi, yaitu pada 

tanggal 6 Agustus 1945 Hirosyima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 

Nagas& telah dijatuh bom atom sehngga kedua kota tersebut mengalami 

kehancuran yang dahsyat sekali. Alubatnya usaha untuk melaksanakan janji 

kemerdekaan Indonesia di kemudian hari oleh Pemerintah Jepang, tidak 

munglun lagi diteruskan dan soal terus atau tidaknya diserahkan kepada para 

pemimpin Indonesia sendiri." 

98 Ibid, halaman. 24. 
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Tentu saja dalam situasi ini bangsa Indonesia, terutama para 

pemimpinnya dan golongan pemuda tidak tinggal diam. Atas desakan 

golongan pemuda maka pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dbacakan 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 8 Agustus 1945 

telah ditetapkan dan disahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia hasil 

rancangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. 

Apabila Undang-Undang Dasar 1 945 dicermati secara mendalam, 

walaupun tidak mempergunakan nama resmi Undang-Undang Dasar 

Sementara, namun sebenarnya Undang-Undang Dasar ini sejak semula oleh 

Pembentuknya, dimaksudkan bersifat sementara. 

Ketentuan Pasal 3 dan ayat (2) Aturan Tambahan, jelas bahwa 

dikemudian hari masih diharapkan dibentuk suatu Badan Permusyawaratan 

Rakyat, dimana antara lain bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar. 

Dapat terjadi adanya tiga kemungkinan dalam ha1 ini, munglun Majelis 

Permusyawaratan Rakyat nanti akan menetapkan Undang-Undang Dasar, 

ialah Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, atau mungkin Undang-Undang 

Dasar itu dengan beberapa perubahan, tambahan dan penyempurnaan, 

sedangkan kemunglunan yang ketiga yaitu ditetapkan suatu Undang-Undang 

Dasar yang baru sama sekali. loo 

Adapun yang &jadikan alasan akan pemberian sifat sementara ini, 

dapat diperhrakan ada dua ha1 yaitu:'O' 

100 Ibid, halaman. 40. 
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1. Pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 sendiri merasa belurn merupakan 

badan yang representatif untuk menetapkan Undang-Undang Dasar; 

2. Berdasarkan pertimbangan bahwa perencanaan, penetapan dan pengesahan 

adalah dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, oleh karena itu di kemudian 

hari apabila sudah dapat dibentuk sebuah badan yang lebih representatif 

dapat ditetapkan sebuah Undang-Undang Dasar yang telah 

dpertimbangkan masak-masak. 

Pernyataan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sementara 

dapat diketahui juga dari pidato Soekarno sebagai anggota inti Badan 

Penyelidikan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia dan tokoh sentral Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merancang dan kemudan 

mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 1 8 Agustus 1945 

yang mengemukakan: "Undang-Undang Dasar yang dibuat sekarang ini 

adalah Undang-Undang Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini 

adalah Undang-Undang Dasar Kilat. Nanti kalau kita telah bernegara dalam 

suasana lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis 

Penvakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih 

lengkap dan lebih sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah 

sekedar Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar kilat; 

bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah r e v o ~ u t i e ~ r o n d w e t . ~ ~  
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Berkaitan dengan adanya kekuasaan eksekutif yang besar dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 juga dikarenakan untuk menjarnin stabilitas 

pemerintahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suluman di dalam rapat 

Badan Penyelidikan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia tanggal 15 Juli 

1945 yang menyatakan, "dengan kedudukan Presiden sebagai pembikin 

Undang-Undang biasa bersama dengan DPR dan para Menteri-menteri 

bertanggung jawab terhadap kepadanya tidak kepada DPR, maka pemerintah 

secara parlementaire democratie Eropa tidak terpakai. Dengan kontruksi 

demiluan, maka terjaminlah tetap berlangsungnya stabilitiet pemerintahan 

yang sungguh menjad syarat mutlak untuk membentuk negara  bar^."'^^ 

Dengan demllaan, terlihat bahwa kekuasaan eksekutif yang besar 

tersebut hanya diperlukan ketika membentuk negara baru saja, artinya ketika 

negara sudah terbentuk dan berjalan diperlukan penyesuaian lagi terhadap 

kekuasaan eksekutif seiring dengan terbentuknya lembaga tingg negara 

lainnya. 

C. Pergeseran Kekuasaan Eksekutif Setelah UUD 1945 Diamandemen 

Di dalarn sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, struktur UCTD 

1945 memberikan kekuasaan yang dominan kepada eksekutif (executive 

heavy). Hal itu beralasan karena UUD 1945 adalah sebuah masterpiece untuk 

menjamin sistem pemerintahan yang stabil. Tetapi UUD tersebut kurang 

mengatur pertanggungjawaban Presiden. Ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 3 

103 Sumali, op. cit., halaman. 3 1 . 



dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa MPR memegang 

kedaulatan rakyat dan mengangkat Presiden yang bertanggungjawab kepada 

MPR. Akan tetapi menurut Pasal 5 UUD 1945, Presiden bersama DPR 

membentuk kekuasaan legislatif, akibatnya, Presiden sendiri sesungguhnya 

berhak menciptakan hukurn untuk mengatur pertanggungjawabannya kepada 

MPR atas dasar pasal-pasal yang bersangkutan. 

Selain itu, Presiden hams bekerja sama dengan DPR dalarn 

menjalankan tugas legislatif, dalam ha1 ini Presiden dapat menolak RUU yang 

diajukan DPR tetapi apabila DPR menolak usulan UU yang diajukan Presiden, 

Presiden dapat menerbitkan Perpu. Presiden juga berwenang untuk 

menentukan keadaan darurat. Belum lagi kewenangan Presiden untuk 

mengangkat dan memberhentikan anggota Mahkamah Agung, juga Presiden 

bertindak sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Terakhir 

kekuasaan Presiden masih ditambah lagi dengan ketentuan Pasal IV Aturan 

Peralihan UUD 1945 yang memberikan kekuasaan mutlak ke tangan Presiden 

sebelum MPR terpilih. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kekuasaan 

legislatif Presiden melampaui kekuasaan DPR dan kekuasaan Presiden bersifat 

dktator. 

Era reforrnasi yang dmulai pada tahun 1999, membawa perubahan- 

perubahan yang mendasar dalam sisitem pemerintahan dan ketatanegaraan 

sebagaimana nampak pada perubahan yang hampir menyeluruh atas undang- 

undang dasar 1 945. 



Perubahan undang-undang dasar ini, sebenarnya terjadi demiluan cepat 

tanpa dmulai oleh sebuah perencanaan panjang. Hal ini terjad karena 

didorong oleh tuntutan perubahan-perubahan yang sangat h a t  pada awal 

reformasi antara lain tuntutan atas kehtdupan negara dan penyelenggaraan 

pemerintahan yang lebih demokratis, penegakkan hukum yang lebih baik, 

penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan berbagai tuntutan perubahan- 

perubahan lainnya. 

Terhadap berbagai tuntutan tersebut para anggota MPR meresponsnya 

dengan memulai perubahan-perubahan itu dengan perubahan terhadap sesuatu 

yang mendasar yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang didasarkan 

pada pemikiran antara lain bahwa salah satu surnber perrnasalahan yang 

menimbulkan problem politik dalarn penyelenggaraan pemerintahan negara 

selama ini adalah pada kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: 

1. UUD 1945 menyerahkan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden; 

2. Tidak adanya prinsip check and balances dalarn UUD 1945 antara lain 

menyerahkan kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya 

melaksanakan kedaulatan rakyat; 

3. UUD 1945, terlalu fleksibel menyerahkan penyelenggaraan negara yang 

dserahkan pada semangat para penyelenggara negara yang dalam 

pelaksanaannya banyak disalahgunakan; 

4. Pengaturan mengenai hak asasi manusia yang minim; 

5. Kurangnya pengaturan mengenai pemilu dan mekanisme demokrasi. 



Oleh karena itu, perubahan UUD 1945 yang pertama pada sidang 

mum tahun 1999, terjadi dalam waktu yang sangat singkat yaitu hanya 

selutar satu minggu perdebatan pada tingkat Panitia Ad Hoc, menghasilkan 

perubahan penting terhadap 9 pasal penting yang terkait dengan 

penyeimbangan kedudukan Presiden dengan DPR. 

Walaupun demiluan, kalau kembali melihat sejak awal pemerintahan 

Presiden Habibie ide perubahan UUD 1945 telah dimulai dan bahkan pernah 

dibentuk sebuah panitia untuk mengkaji perubahan UUD ini dan telah 

melakukan serial diskusi yang cukup panjang serta telah menghasilkan 

berbagai pemikiran terhadap perubahan undang-undang dasar ini dalarn 

sebuah buku. Karena itu, ketika perdebatan pada MPR mengenai perubahan 

undang-undang dasar ini sebagian besar fraksi telah menyiapkan rancangan 

perubahan yang menyeluruh atas undang-undang dasar 1945 itu. Karena 

waktu yang tidak memunglunkan, maka perubahan pertama itu hanya terjadi 

terhadap beberapa pasal yang terkait dengan pembatasan kekuasaan Presiden 

dan penguatan DPR, dan perubahan lainnya dicadangkan pada sidang tahunan 

berikutnya. 

Karena begitu luasnya perdebatan awal ketika memulai perubahan ini, 

untuk menghlndari dsorientasi dalam perubahan-perubahan yang akan 

dilakukan, seluruh fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 

saat itu menyepakati lima prinsip yaitu: 

1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 



3. Mempertegas sistem pemerintahan Presidensiil; 

4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-ha1 normatif dalam penjelasan 

dimasukkan ke dalam pasal-pasal; 

5. Perubahan dilakukan dengan cara adendum. 

Reformasi konstitusi yang dilakukan dengan mengamandemen 

Undang-Undang Dasar 1945, yang telah chlakukan selama 4 kali, yaitu sejak 

perubahan pertama tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan 

ketiga tahun 2001 dan terakhir perubahan keempat pada tahun 2002, telah 

membawa implikasi politik yang sangat luas dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. 

Apabila dicermati perubahan tersebut, maka akan nampak bahwa 

reformasi konstitusi tersebut merupakan satu rangkaian perubahan yang 

dilakukan secara sistematis dalarn rangka menjawab tantangan baru kehdupan 

politik Indonesia yang lebih demokratis sesuai dengan perkembangan dan 

perubahan masyarakat. Tuntutan perubahan sistem politik dan ketatanegaraan 

dalam bentuk perubahan Undang Dasar 1945, adalah pesan yang sangat jelas 

disampaikan oleh gerakan reformasi yang dimulai sejak tahun 1998. 

Salah satu substansi pokok dari reformasi konstitusi adalah 

memuskan kembali peran dan fungsi masing-masing cabang pemerintahan 

sedemikian rupa sehngga masing-masing dapat saling mengawasi dan 

mengimbangi demi terhndarnya dominasi kekuasaan satu cabang atas cabang- 

cabang pemerintahan lainnya. Selain itu, prinsip pengawasan dan 



perimbangan juga dirancang agar tiap cabang pemerintahan dapat membatasi 

kekuasaan cabang pemerintahan lainnya. 

Pada dasarnya prinsip pengawasan dan perirnbangan di dalam 

pengelolaan negara bersurnber pada pembagian kekuasaan negara Q tangan 

legislatif, eksekutif dan yudikatif yang dikenal dengan sebutan trias politica. 

Pembagian kekuasaan ini perlu dibangun dalam pengelolaan negara untuk 

menghmdarkan kekuasaan pemerintahan berpusat di satu cabang pengelola 

negara saja. Memakai adagium Lord Ackton Power tends to corrupt, absolut 

power corrupt absolutly, maka pemusatan kekuasaan pemerintahan di satu 

cabang akan memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan 

kekuasaan dan hegemoni atas cabang-cabang kekuasaan pemerintahan 

lainnya. 

Tentu saja format pengawasan dan perimbangan ini diletakkan dalam 

kerangka konstitusi. Konstitusilah yang mengatur pengawasan dan 

perimbangan kekuasaan dari setiap cabang-cabang pemerintahan, baik itu 

legislatif, eksekutif maupun yudikatif Konstitusi Indonesia (UUD 45) pasca 

perubahan telah memuat ide-ide untuk mengatur dan membatasi kekuasaan 

masing-masing cabang pemerintahan tersebut. Pembatasan kekuasaan tersebut 

diatur sedemikian rupa dengan dirurnuskannya prinsip pembagian kekuasaan 

yang tercermin dalam struktur kelembagaan negara. 

Dalam pembatasan ini MPR tidak lagi menjadi pusat dari segala 

cabang pemerintahan karena kini sudah tidak lagi menjadi perpanjangan 

tangan kedaulatan rakyat dan kedaulatan tersebut telah dikembalikan 



sepenuhnya kepada rakyat. Di masa lalu MPR adalah perpanjangan tangan 

dari kedaulatan rakyat, oleh karenanya siapapun presiden yang dapat 

menguasai MPR maka akan langgeng kekuasaannya dan sebaliknya bila tidak 

mampu menguasainya maka akan besar kemungkinan diturunkan dari kursi 

kepresidenan. 

Selain itu, pembatasan kekuasaan yang diisyaratkan dalam UUD juga 

mengatur beberapa kewenangan yang dimiliki oleh satu cabang kekuasaan 

pemerintahan membutuhkan pengesahan dan persetujuan dari cabang-cabang 

pemerintahan lainnya. Seperti beberapa kewenangan yang ada pada presiden 

yang membutuhkan pengesahan dan persetujuan DPR atau Mahkamah Agung 

dalam pelaksanaannya. Demiluan pula sebaliknya kewenangan-kewenangan 

yang ada pada DPR dan Mahkamah Agung sebagai lembaga legislatif dan 

yudikatif, ada beberapa diantaranya yang membutuhkan pengesahan dan 

persetujuan cabang kekuasaan pemerintahan lainnya dalam pelaksanaannya. 

Lebih jauh prinsip-prinsip checks and balances yang terdapat di dalam 

UUD 1945 pasca empat kali perubahan tercermin dalam beberapa penjelasan 

berikut ini. 

1. Penguatan Sistem Presidensiil dan Reduksi Kewenangan Presiden 

Perubahan UUD 1945 menunjukkan dua ha1 yang berlawanan 

dalam mengatur lembaga Presiden. Pertama, memperkuat posisi Presiden 

dalam Struktur ketatanegaraan Indonesia. Kedua; mereduksi beberapa 

kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebelum 

perubahan. 



a. Penguatan Sistem Presidensiil 

Penguatan sistem Presidensiil terlihat pada mekanisme 

pemilihan Presiden dan proses pemberhentian Presiden. Jika pemilihan 

dan pengangkatan Presiden dan Walul Presiden sebelurn perubahan 

UUD dilakukan oleh MPR, maka setelah perubahan pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden clilakukan secara langsung oleh rakyat 

melalui pemilu. Karena dipilih langsung oleh rakyat, Presiden 

mendapat legitimasi langsung dari rakyat dan kedudukannya menjadi 

lebih kuat dihadapan lembaga negara yang lainnya, walaupun 

dihadapan MPR. Konsekwensinya, adalah adanya jaminan bahwa 

Presiden dan Wakil Presiden akan menduddu masa jabatannya dalam 

waktu tertentu (5 tahun) dan tidak mudah diberhentikan hanya karena 

dianggap melakukan kebijakan politik yang salah. 

b. Mekanisme Pemberhentian Presiden Dipersulit 

Berbeda dengan sistem presidensiil yang dianut sebelum 

perubahan, menempatkan Presiden di bawah MPR. Karena MPR yang 

mengangkat, MPR juga yang dapat memberhentikan Presiden 

walaupun dengan alasan alasan politis karena Presiden membuat 

kebijakan yang melanggar haluan Negara. Jadi sistem ini sebenarnya 

hampir sama dengan sistem Parlementer yang menganut supremasi 

parlemen atas eksekutif. Mekanisme pemberhentian Presiden dalam 

sistem yang lalu cukup dengan usulan Sidang Istimewa d m  DPR, 

setalah DPR menyarnpaikan Memorandum Pertama dan Kedua kepada 



Presiden. Atas dasar usulan DPR itu MPR melaksanakan Sidang 

Istimewa untuk meminta pertanggunganjawaban Presiden. Jika 

Presiden tidak datang memberikan pertanggungjawaban atau 

pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, maka alubatnya Presiden 

bisa diberhentikan oleh MPR. Dalam proses ini tidak perlu pembuktian 

yuridis oleh institusi peradilan (Yudikatif) untuk memberikan penilaian 

secara hukum atas kesalahan Presiden itu. 

Dalam sistem baru pasca perubahan UUD, Presiden tidak dapat 

diberhentikan hanya karena alasan-alasan politis. Presiden hanya dapat 

diberhentikan dalam ha1 Presiden atau Walul Presiden melakukan 

pelanggaran hukurn yang berupa, penmanatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya serta perbuatan tercela 

dan tidak lagi memenuh syarat sebagai Presiden dan atau Wakil 

Presiden (pasal 7A ULTD 1945). Demiluan juga mekanisme 

pemberhentian Presiden hams menempuh mekanisme yang sulit dan 

panjang, yaitu melalui pengkajian dan penyelidikan yang dilakukan 

oleh DPR yang menghasilkan pendapat berupa keputusan DPR yang 

mengusulkan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada 

MPR. Sebelum Proses pengajuan ke IVIPR, DPR hams terlebih dahulu 

meminta putusan kepada Mahkamah Konstitusi apakah secara yuridis 

pendapat DPR ini dibenarkan atau tidak. Jika secara yuridis tidak 

berdasar, maka usulan pemberhentian itu tidak dapat Ilanjutkan. 

Sebaliknya kalau secara yuridis benar, maka DPR melanjutkan usulan 



itu kepada MPR untuk memutuskannya. Atas pertimbangannya sendiri 

MPR dapat memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden 

berdasar jurnlah dukungan suara anggota MPR. Logikanya jika usulan 

pemberhentian tersebut telah mendapat dukungan h a t  dari anggota 

DPR, maka dapat dipastikan akan mendapat dukungan h a t  dan MPR, 

karena lebih dari duapertiga anggota MPR adalah anggota DPR. 

c. Reduksi dan Pembatasan Kewenangan Presiden 

Untuk menjaga prinsip check and balances antar lembaga 

Negara, serta membatasi kewenangan Presiden yang telah dperkuat 

kedudukannya, kewenangan Presiden dikurangi dan dibatasi oleh UUD 

agar tidak disalahgunakan. Reduksi dan pembatasan kewenangan ini 

narnpak pada penghapusan kekuasaan Presiden membentuk undang- 

undang (Pasal 5 UUD 1945), Pembatasan kekuasaan Presiden untuk 

mengangkat duta dan menerima duta Negara sahabat dengan 

mengharuskan adanya pertimbangan DPR (Pasal 13 UUD 1945), 

membatasi kewenangan Presiden menggunakan haknya untuk 

memberikan Grasi dan Rehabilitasi yang mengharuskan adanya 

pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat (1) ULTD 1945), 

membatasi kewenangan Presiden dalarn menggunakan haknya untuk 

memberikan Amnesti dan abolisi yang mengharuskan adanya 

pertimbangan DPR serta mengharuskan Presiden untuk meminta 

persetujuan DPR dalam menyatakan perang atau melakukan pe rjanjian 

internasional (Pasal 11 ULlD 1945). Demikian pula dalam ha1 



pembentukan dan pembubaran departemen pemerintah hams dengan 

persetujuan DPR (Pasal 17 ayat (4) UUD 1945). 

2. Kekuasaan Presiden 

Perubahan UUD 1945 kembali meneguhkan bentuk pemerintahan 

Indonesia sebagai pemerintahan presidesiil. Dimana presiden, pasca 

amandemen ini, dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karenanya kekuasaan 

MPR untuk memilih presiden dan menetapkan Garis-garis besar Haluan 

Negara hni telah dihapus. Presiden, akan menawarkan secara langsung 

kepada rakyat, sekaligus menjalankannya secara konsisten, segala macam 

program dan agenda yang hrencanakan. Keharusan untuk 

mempertanggungjawabkannya ke depan sidang MPR kini sudah tidak ada 

lagi. Sehingga kedudukan presiden sangat kuat. Akan sulit untuk 

menurunkan seorang presiden ditengah-tengah masa kepresidenannya, 

seperti pengalaman negeri ini ketika menurunkan Prof. BJ Habibie dan 

KH. Abdurrahman W&d dari kursi presidennya, selain apabila 

melakukan salah satu dari pelanggaran hukurn yang secara tegas telah 

diatur dalam Pasal7A UUD 1945. 

Narnun kekuasaan presiden dalam UUD 1945, dI lain pihak 

ternyata juga jauh berkurang hbandingkan dengan kekuasaan presiden 

sebelum diadakannya perubahan UUD. Dalarn hubungannya dengan 

kekuasaan presiden, kedudukan DPR pada saat ini dinyatakan kuat, tidak 

lagi menjadI untergoernet melainkan neben terhadap pemerintah. Oleh 



karenanya kini telah diatur dalam konstitusi bahwa Presiden tidak dapat 

membekukan danlatau membubarkan Dewan Perwalulan Rakyat. 

Selain itu, dalam mengangkat duta besar dan menerima duta dari 

negara lain, presiden juga harus memperhatikan pertimbangan DPR. 

Demihan juga pemberian amnesti dan abolisi serta pembuatan perjanjian 

internasional yang menimbulkan alubat yang luas dan mendasar bag  

kehdupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara juga 

membutuhkan pertimbangan DPR. 

Pengawasan dan perimbangan kekuasaan presiden tidak hanya 

dihadapkan pada kekuasaan legislatif, namun juga terhadap kekuasaan 

yudikatif Dalam ha1 pemberian grasi dan rehabilitasi, presiden harus 

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai pemegang 

kekuasaan kehakiman. 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa betapapun kedudukan 

presiden sangat h a t ,  apalagi presiden dipilih langsung oleh rakyat, namun 

di dalam menjalankan beberapa kewenangannya tetap saja membutuhkan 

pengesahan dan persetujuan DPR sebagai sebuah lembaga legislatif dan 

Mahkamah Agung sebagai lembaga yubkatif. 

Kekuasaan Parlemen 

Kekuasaan parlemen sebagai sebuah badan legislatif mendapatkan 

penguatan posisi dan kewenangan dalarn UCTD 1945 pasca amandemen. 

Apabila dalam WUD sebelum amandemen, DPR hanya memberikan 

persetujuan atas sebuah Rancangan Undang-Undang yang diajukan 



presiden, maka saat ini justru DPR yang memegang kekuasaan untuk 

membentuk undang-undang. Narnun kekuasaan DPR dalarn membentuk 

undang-undang ini harus mendapatkan persetujuan bersarna dengan 

presiden. Apabila persetujuan ini tidak dapat diperoleh, maka rancangan 

undang-undang tersebut tidak dapat diajukan kembali dalarn persidangan 

DPR pada masa itu. 

Reposisi DPR, dilakukan dengan maksud agar menempatkan DPR 

dalarn posisi yang tepat sebagai lembaga Negara yang memiliki 

kewenangan di bidang legislatif. Karena itu DPR, diberikan kekuasaan 

untuk membentuk undang-undang (Pasal20 ayat (1 )  ULID 1945). 

Sebelum perubahan, kekuasaan membentuk undang-undang ini 

dimililu oleh Presiden (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945). Sedangkan DPR 

diposisikan sebagai lembaga negara yang memberikan persetujuan atas 

rancangan undang-undang itu. Kedudukan ini beralubat pada hubungan 

yang tidak seimbang antara Presiden dengan DPR, dimana Presiden di 

samping memegang kekuasaan pemerintahan negara juga memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini mengalubatkan tidak 

seimbangnya kekuasaan Presiden dengan DPR. Padahal DPR sebenarnya 

adalah representasi rakyat yang terpilih melalui pemilu. Alubatnya dapat 

dilihat selama masa pernerintahan Orde Baru Presiden dapat mengabaikan 

rancangan undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR bersama 

pemerintah di DPR, dan rancangan undang-undang itu tidak disahkan. 



Perubahan UUD juga mempertegas fungsi pengawasan dari DPR, 

yaitu berupa hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat 

(Pasal 20A ayat (2) UUD 1945). Setiap anggota DPR juga diberikan 

jarninan hak yang h a t  dalam konstitusi yaitu hak mengajukan pertanyaan, 

usul dan pendapat serta hak imunitas (Pasal 20A ayat (3) ULTD 1945). 

Penegasan ini dmaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum yang 

lebih h a t  bagi kewenangan DPR yang diatur dalam konstitusi. Ketiga hak 

ini, sebelurnnya hanya diatur dalam undang-undang. 

Kewenangan DPR untuk mengajukan usul pemberhentian 

presidedwalul presiden kepada MPR apabila melakukan pelanggaran- 

pelanggaran h u h  berupa penmanatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun 

apabila terbukti tidak memendu lagi persyaratan sebagai presidedwakil 

presiden hams terlebih dahulu membawanya ke hadapan Mahkarnah 

Konstitusi untuk dperiksa, dad l i  dan dputuskan apakah presiden 

bersalah atau tidaknya. 

Perubahan penting lain mengenai DPR, adalah diperjelasnya 

mekanisme r e h t m e n  seluruh anggota DPR yang dpilih melalui 

pemilihan mum. Dengan demikian tidak ada lagi anggota DPR yang 

diangkat seperti pada masa yang lalu yaitu dari ABWTNI-POLRI. 

Dengan perubahan ini memberikan jaminan dan legitimasi yang kuat 

kepada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. 



Prinsip checks and balances yang diterapkan pada sistem 

ketatanegaraan Indonesia paska perubahan UUD 1945 merupakan refonnasi 

konstitusi yang amat maju. Setelah sebelumnya kekuasaan berpusat di satu 

cabang pemerintahan, kini kekuasaan tersebar di sejumlah cabang 

pemerintahan. Masing-masing cabang menjadi pengawas dan penyeimbang 

cabang pemerintahan lainnya. Sehingga pada akhlmya tidak ada lagi sebuah 

cabang pemerintahan yang menghegemoni cabang-cabang kekuasaan 

pemerintah lainnya. 

Kekuasaan legislatif, selama ini tidaklah secara tegas ditentukan hams 

berada di tangan DPR, karena dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 lama 

dinyatakan: "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang 

dengan persetujuan DPR.  Memang ditentukan pula dalam Pasal 20 ayat (1) 

UUD 1945 lama bahwa "Anggota DPR berhak memajukan rancangan undang- 

undang". Namun, dalam naskah Perubahan Pertama UUD 1945 yang telah 

disahkan dalam Sidang Umum MPR pada bulan Nopember 1999 yang lalu, 

ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 tersebut diubah menjadl: "Presiden 

berhak mengajukan RUU kepada DPR,  dan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 

1945 ditentukan: "DPR memegang kekuasaan membentuk UU". Dalam ayat 

(2) dlnyatakan: "Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat 

persetujuan bersama"; dan dalam ayat (4) dmyatakan: "Presiden mengesahkan 

RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU". 

Hams d i h  bahwa adanya hak inisiatif untuk memajukan RUU 

tersebut, sebenarnya hanya bersifat tambahan terhadap kewenangan utama 



(primer). Karena itu, dalam ketentuan yang lama, hak yang dimililu oleh DPR 

dbandingkan dengan kewenangan utama membentuk undang-undang yang 

dimiliki oleh Presiden, memang dapat dikatakan tidak seimbang. Sekurang- 

kurangnya dalam bidang legslatif dan dengan adanya ketentuan demiluan 

menjadi jelas terlihat bahwa kedudukan Presiden dan DPR itu memang tidak 

seimbang. 

Ketidakseimbangan itu malun jelas terlihat dalam ha1 pembentukan 

Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU (Perpu). Dalam ketentuan yang 

berlaku selama ini, Presiden diberi hak dan wewenang oleh UUD untuk 

menetapkan Perpu dan memberlakukannya selama 1 tahun tanpa memerlukan 

persetujuan DPR. Sedangkan dalam ha1 RUU yang diprakarsai oleh DPR telah 

disahkan oleh DPR, tetapi apabila Presiden tidak menyetujui RUU tersebut, 

maka otomatis RUU tersebut tidak dapat diberlakukan. Bahkan lebih jauh lagi, 

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, selama ini ada yang 

disebut sebagai policy rules (beleidregels) yang dlanggap dengan sendrinya 

berada di tangan Presiden yang dalam praktek tercerminkan dalam 

kewenangannya untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang bersifat 

mandlri dalarn arti tidak dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang. 

Dalam praktek selama pemerintahan Orde Baru, justru jenis-jenis Keputusan 

Presiden yang demiluan banyak sekali jurnlahnya, termasuk sebagan besar di 

antaranya sesungguhnya memuat materi yang seharusnya dituangkan dalam 

bentuk UU. Gejala inilah yang biasa disebut sebagai gejala Government by 

Keppres. 



Bahkan dalam praktek, cenderung banyak sekali jenis Surat Keputusan 

Presiden yang bersifat mandiri, yang mengatur hal-ha1 yang kadang-kadang 

seharusnya diatur dalam undang-undang. Dari ketiga kasus tersebut, makin 

jelas bahwa kedudukan Presiden dalam bidang legislatif ini jauh lebih besar 

daripada DPR. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa ketentuan Pasal 5 

ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 perlu diubah menjadi rurnusan 

seperti sekarang. Perubahan ini menggambarkan telah terjadinya pergeseran 

dalam penyelenggaraan kekuasaan legislatif dan Presiden ke lembaga DPR. 

Berkenaan dengan pengertian persetujuan bersama antara DPR dan 

Presiden dalam pembahasan suatu RUU tersebut, juga perlu dipahami dengan 

tepat. Dalam Penjelasan UUD 1945, memang dapat ditemukan adanya 

pengertian mengenai 'persetujuan DPR' dan mengenai fungsi legislatif 

Presiden 'bersama-sama' DPR. Kewenangan DPR untuk memberikan 

persetujuan itu terhadap setiap RUU dapat saja ditafsirkan memberikan 

kedudukan yang lebih tinggi, lebih rendah, atau setara kepada DPR dalam 

berhadapan dengan Pemerintah. Akan tetapi, dalam Penjelasan UUD 1945, 

kedudukan DPR itu dinyatakan kuat, tetapi Presiden tidak 'untergeornet', 

tetapi 'neben' terhadap DPR. Oleh karena itu, pengertian 'bersama-sama' 

disitu berarti 'kesetaraan' dan 'kesederajatan'. 

Bagaimanakah sebenarnya bentuk pelaksanaan dari prinsip 

'persetujuan bersama' itu dalam praktek? Apakah persetujuan bersama itu 

dilakukan dalam persidangan atau persetujuan itu bersifat institusional. 

Disetujui tidaknya suatu RUU oleh DPR, sesuai tata tertib DPR dilakukan 



melalui proses persidangan, bukan ditentukan begitu saja oleh pimpinan DPR. 

Dengan sendirinya yang dimaksud dengan istilah 'bersama-sama' di atas 

dilakukan dalam persidangan bersama-sama. Dalam proses persidangan 

tersebut, bisa terjadi beberapa kemungkinan. Pertama, berdasarkan mekanisme 

persidangan yang ada, suatu RUU diputus melalui pemungutan suara dengan 

mayoritas dukungan memenangkan skenario atau versi pemerintah. Kedua, 

putusan RUU itu justru diambil melalui pemungutan suara yang 

memenangkan versi partai oposisi. 

Dalam ha1 terjadi kemunglunan kedua, apakah dapat dikatakan bahwa 

R W  tersebut sudah dibuat secara bersama-sama atau apakah pengertian 

persetujuan bersama itu sudah terpenuhi meslupun pihak pemerintah jelas- 

jelas tidak menyetujuinya, tetapi kalah dalam pemungutan suara. Hal itu hams 

dibedakan antara persetujuan bersama dalam persidangan dengan persetujuan 

yang berkenaan dengan hak veto yang bersifat institusional. Dalam ha1 suatu 

RUU sudah disetujui dengan suara terbanyak dalam persidangan DPR dengan 

memenangkan suara oposisi, maka ha1 itu sudah dianggap sebagai persetujuan 

bersama. Pengertian ini hams diterima, karena dalam sistem demokrasi, proses 

pengambilan keputusan memang hams dihadiri bersama, tetapi keputusan 

yang diambil tidak berarti hams memuaskan semua pihak. Sudah sewajamya 

ada take and give dan bahkan ada yang kalah dan ada yang menang. Namun, 

terhadap putusan yang sudah diambil bersama itu, Presiden yang 

kepentingannya dikalahkan dalam persidangan masih dapat menggunakan 



haknya untuk tidak mengesahkan suatu RUU yang sudah diputuskan oleh 

DPR dengan cara tidak menandatangani untuk mengundangkan R W  tersebut. 

Dengan demiluan, Presiden mempunyai hak sebagai pemeran utama 

untuk memajukan RUU, berhak memveto RUU inisiatif DPR, clan memveto 

RUU yang mengalahkan kepentingan pemerintahannya. Sedangkan DPR 

berhak mengajukan RUU atas inisiatifhya sendiri, berhak menyetujui, 

mengamandemen, atau tidak menolak suatu RUU, dan menolak suatu PERPU 

yang telah diberlakukan oleh Pemerintah. Kedua kewenangan yang diberikan 

oleh konstitusi kepada kedua lembaga tingg negara ini, betapapun juga tetap 

saja menggambarkan bahwa di bidang legslatif, kedudukan Presiden lebih 

tingg daripada DPR. 

Sebenarnya fungsi legislatif itu hanyalah merupakan sebagian saja d a ~ ~  

tugas pokok parlemen. Asal muasal terbentuknya lembaga parlemen itu dalam 

sejarah Eropah sebenarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengawasi 

dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Bahkan istilah 

parlemen itu sendiri berasal dari kata Perancis 'parle' yang berarti 'to speak', 

berbicara. Artinya, yang lebih diutamakan dari parlemen itu pada dasarnya 

adalah fimgsi 'controlling', bukan 'legislation7. Bahkan, meslupun secara 

formil fimgsi legislatif itu ditentukan dalam konstitusi sebagai fimgsi pokok 

parlemen, tetapi dalam prakteknya justru fimgsi legislatif itu tetap tidak efektif 

untuk menggambarkan adanya kesetaraan derajat antara pemerintah dan 

parlemen. 



Besarnya kekuasaan Presiden untuk menggunakan senjatanya dalam 

memveto pengesahan suatu RUU yang telah disetujui oleh parlemen diiringi 

pula oleh kecenderungan untuk mengajukan sendiri inisiatif perancangan 

Undang-Undang oleh pihak pemerintah. Kecenderungan ini terus meningkat 

selama abad ke-20 dan memberikan pembenaran bahwa penekanan pada 

kekuasaan legislatif yang dikaitkan dengan fungsi parlemen itu, praktis hanya 

bersifat proforma. Mengapa ha1 ini terjadi? Boleh ja& ha1 ini disebabkan oleh 

kenyataan bahwa memang pihak pemerintahlah yang sesungguhnya paling 

mengetahui mengenai kebutuhan untuk membuat suatu peraturan perundang- 

undangan, karena birokrasi pemerintah paling banyak menguasai informasi 

dan expertise yang Qperlukan untuk itu. Oleh karena itu, dalam perspektif 

hubungan antara parlemen dengan pemerintah di masa yang akan datang, 

berkembang pemikiran untuk lebih mengutamakan fungsi kontrol untuk 

menjamin terjadinya proses checks and balances danpada menekankan fungsi 

legislasi yang hams Qpisahkan secara kaku berdasarkan prinsip separation of 

power. 

Harus diakui bahwa pada hakikatnya, prinsip separation of power itu 

memang dapat menjamin pembatasan kekuasaan. Akan tetapi, untuk 

menyerahkan tugas legislasi sepenuhnya kepada DPR tidak realistis, karena 

legislasi itu sebagian terbesar lebih bersifat teknis yang membutuhkan peran 

pemerintah. Bahkan dewasa ini, makin Qsadari bahwa kekuasaan untuk 

membuat undang-undang cenderung terus berkembang semalun teknis 

sifatnya, sedangkan fungsi pengawasan dan pengendalian yang lebih bersifat 



politis cenderung dianggap makin penting dalam upaya membangun citra 

parlemen yang efektif untuk menggambarkan kesederajatamya dengan pihak 

pemerintah. Karena itu, dalam kaitannya dengan pengaturan soal ini menurut 

UCTD 1945, sebenarnya, ketentuan Pasal5 ayat (1) yang lama dapat dikatakan 

sudah tepat, tinggal lagi meningkatkan fungsi kontrol atau pengawasan DPR 

terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 

Akan tetapi, sekarang para walul rakyat sudah menentukan bahwa 

lembaga legislatif itu adalah DPR, sedangkan pemerintah hanya pelaksana 

(eksekutif), sebagaimana tercerrnin dalam Perubahan Pertama UUD 1945. 

Dalam rumusan Pasal5 ayat (1) UUD 1945 yang lama jelas ditentukan bahwa 

Presidenlah yang memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan 

DPR, meskipun ditentukan pula bahwa DPR mempunyai hak usul inisiatif 

untuk memajukan RUU. Tetapi, dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 

yang baru ditegaskan: "Presiden berhak mengajukan rancangan undang- 

undang kepada DPR", dan secara terbalik, dalam Pasal20 ayat (1) UUD 1945 

dinyatakan: "DPR memegang kekuasaan membentuk W'. Artinya, 

pemegang utama (primer) kekuasaan legislatif untuk membentuk undang- 

undang itu adalah DPR, sedangkan Presiden hanyalah pemegang kekuasaan 

sekunder. 

Perubahan tersebut membawa implikasi terjadinya pergeseran 

kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR yang berdampak sangat prinsipil. 

Dapat hkatakan bahwa semangat yang terkandung 1 dalam perubahan itu 

adalah untuk memastikan dianutnya prinsip pemisahan yang tegas antara 



kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam hubungan antara parlemen dan 

pemerintah. Dalam rumusan Pasal20 ayat (2) UUD 1945 memang ditegaskan 

bahwa tiap-tiap undang-undang menghendalu persetujuan bersama antara 

Presiden dan DPR. Akan tetapi, persetujuan itu sebagaimana dikemukakan di 

atas, haruslah dilakukan melalui proses persidangan. Dalam sistem demokrasi, 

bisa saja terjadi bahwa meskipun pihak Pemerintah berbeda pendapatnya 

dengan kekuatan oposisi di parlemen, namun putusan a k h  dalam 

pembahasan suatu RUU, justru dimenangkan oleh kelompok oposisi. Dalam 

ha1 demiluan, Presiden dhadapkan pada pilihan mengesahkan atau tidak 

mengesahkan RUU tersebut. Sudah tentu, Presiden berhak untuk menolak 

mengesahkan RUU tersebut, dan hak inilah yang biasa disebut sebagai hak 

veto Presiden. 

Supaya lebih jelasnya, pergeseran kekuasaan eksekutif sebelurn dan 

sesudah amandemen UUD 1945, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 



PERGESERAN KEKUASAAN EKSEKUTIF SEBELUM DAN 

SESUDAEI AMANDEMEN UNDANGUNDANG DASAR 1945 

Sebelum Amandemen Sesudah Amandemen 
Bidang 

Kekuasaan 
Pasal 

- 
Legislatif 

Amandemen 
n7 

Amandemen ID Amandemen 
I 

Pasal 5 
(1) Presiden 
memegang 
kekuasaan 
membentuk 
undang- 
undang 
dengan 
persetujuan 
Dewan 

Amandemen 
II 

Pasal5 
(1) Presiden 
berhak 
mengajukan 
rancangan 
undang-undang 
kepada Dewan 
Perwakilan 
Rakyat. 



Pasal22A 
Ketentuan leb2 
lanjut tentang 
tata cara 
pembentukan 
undang-undang 
diatur dengan 
undang- 





dapat dipilih kg sarna, 
kembali . hanya untuk satu 

kali masa 
jabatan. 

Pasal 10 
Presiden 
memegang 
Btekuasaan yang 
tertinggi atas 
Angkatan 
Darat, 

an Angkatan x 

1) Presiden tidak 

embekukan 
anlatau 
embubarkan 



Pasall2 
Presiden 
meny atakan 
keadaan 
bahaya. 
Syarat-syarat 
dan akibatnya 
keadaan 
bahaya 
ditetapkan 
dengan 
undang- 
undang. 



1) Presiden 
engangkat 

uta dan 
onsul. 

enerirna duta 
egara lain 

Pasal16 
Presiden 
membentu k 
suatu dewan 
pertimbangan 
yang bertugas 
memberikan 
nasiiat dan 
pertimbangan 
kepada 
Presiden, yang 
selanjutnya 
diatur dalam 
undang-undang. 

Pasall7 
(4)Pembentukan, 
pengubahan, dan 
pembubaran 
kementerian 
negara diatur 
dalam undang- 
undang. 





Yudikatif 

D. Prospek Kekuasaan Eksekutif DaIam Kehidupan Ketatanegaraan 

Indonesia Di Masa Yang Akan Datang 

Implikasi amandemen UUD 1945, mengalubatkan berkurangnya 

kekuasaan Presiden dan menguatkan kedudukan DPR. Memang amandemen 

tersebut tidak meletakkan semua urusan legislatif kepada DPR, tapi setidaknya 

sebagai lembaga legislatif maka DPR lebih berhak untuk memegang 

kekuasaan itu. Dapat dimaklurni kenapa semua urusan legislatif tidak 

diserahkan kepada DPR. Oleh karena di samping Presiden sebagai pihak 

pemerintahan yang lebih banyak mengetahui konQsi Q lapangan sehngga 

dapat mempertimbangkan perlu atau tidaknya untuk Qbuatkan undang- 

undangnya, apalagi jika dikaitkan dengan fungsi pemerintah menurut konsep 

welfae state dan juga perlunya dibarengi oleh tingkat kemampuan pihak 

legislatif senQri untuk melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan 

dengan fungsi legislasi. Tidaklah bermaksud merendahkan martabat DPR, 



namun bercermin pada Amerika Serikat sebagai negara yang sudah merdeka 

lebih dari 200 tahun, ternyata belum mampu mengoptimalkan kongresnya 

sebagai pihak yang lebih berperan dalam menjalankan fimgsi leg~slasi."~ 

Amandemen ULTD 1945 juga melahirkan sejumlah hak yang lebih 

linier dari sebelumnya kepada DPR. Hak-hak tersebut adalah hak interpelasi, 

hak angket dan hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, 

menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas diberikan kepada DPR 

tidak lain hanyalah sebagai instrumen untuk menjalankan berbagai 

kewenangan yang dimilikinya. Wewenang DPR yang sudah begitu luas, y a k  

mencakup legislasi, anggaran dan pengawasan, tidak bisa dilaksanakan 

sebagaimana mestinya tanpa diiringi dengan pemberian hak. Misalnya, 

wewenang legislasi diikuti oleh hak inisiatif, wewenang anggaran diikuti oleh 

hak mengajukan pertanyaan, wewenang pengawasan diikuti dengan hak 

interpelasi, hak angket dan sebagainya. Hak-hak tersebut tidak begItu 

dijelaskan dalam ULTD 1945 sebelum amandemen, meslupun ada dalam 

praktek, tetapi lebih banyak dilandasi oleh peraturan perundang-undangan di 

bawah UUD, seperti undang-undang mengenai susunan dan kedudukan MPR, 

DPR dan DPRD. 

Sedangkan kekuasaan Presiden terjadi pengurangan dalam beberapa 

hal, di samping tetap sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Bentuk 

pengurangan tersebut, meliputi: 

104 Sayuti Una, Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah menurut Konstitusi 
Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2004, halaman. 77. 



1. Presiden tidak dapat lagi dengan sendirinya mengangkat duta dan juga 

menerima duta negara lain, kecuali memperhatikan pertimbangan DPR. 

2. Presiden tidak dapat lagi dengan senhrinya memberi grasi dan rehabilitasi, 

kecuali memperhatikan pertimbangan MA. 

3. Presiden tidak dapat l ag  dengan sendirinya memberi amnesti dan abolisi, 

kecuali dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 

4. Presiden tidak dapat lagi dengan senhrinya memberi gelar, tanda jasa, 

tanda kehormatan lainnya, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta 

membentuk, mengubah dan membubarkan kementrian, kecuali 

berdasarkan undang-undang. 

5. Khususnya dalam kekuasaan legislatif, selain Presiden tetap berhak 

mengajukan RUU, menyetujui RUU bersama DPR, menetapkan PP 

dengan persetujuan DPR dan menetapkan Perpu, Presiden tidak lagi 

dengan sendirinya dapat menveto RUU yang telah disetujui bersama. 

Adanya bentuk pengurangan wewenang dan ada juga bentuk 

penambahan wewenang Presiden kemudian ditarnbah pula dengan: 

1. Menetapkan Hahm Agung yang telah disetujui oleh DPR; 

2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yuhsial dengan 

persetujuan DPR; 

3. Menetapkan tiga orang anggota Hahm Konstitusi. 

Jika dicermati maka penambahan wewenang tersebut merupakan 

konsekuensi dari kehadiran beberapa lembaga baru berdasarkan hasil 

amandemen UUD 1 945. 



Di samping itu, karena UUD 1945 amandemen telah menghilangkan 

keberadaan bagian Penjelasan dari ULTD 1945, maka terhadap wewenang 

sebelumnya milik Presiden juga ikut dihilangkan. Wewenang-wewenang 

tersebut, seperti Presiden sebagai mandataris MPR, Presiden sebagai 

penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR, serta kekuasaan 

dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan negara berada di tangan 

Presiden (concentration ofpower and responsibility upon the Presiden). 

Terdapat beberapa makna yang terkandung dalam pemberian 

kekuasaan antara DPR dengan Presiden berdasarkan amandemen UUD 1945, 

antara lain sebagai berikut:lo5 

1. Memperkokoh kembali posisi masing-masing lembaga, dengan 

mengembalikan fungsi dan wewenangnya sehingga keduanya dapat lebih 

berperan aktif dan berkonsentrasi terhadap fungsi dan wewenangnya 

tersebut. Meslupun DPR tidak menjalankan semua fimgsi legislasinya, 

namun ia tetap sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang sebelumnya 

diambil Presiden. Sedangkan Presiden tetap berada Q posisinya sebagai 

pemegang kekuasaan eksekutif, yang dipilih langsung oleh rakyat.dengan 

demikian posisi Presiden semakin kokoh karena tidak lpil ih dan 

lberhentlkan oleh DPR dan MPR. 

2. Mempertegas ruang lingkup percampuran kewenangan antara DPR dengan 

Presiden sebagai upaya untuk melakukan prinsip clzecks and balances di 

antara keduanya. Presiden mencampuri wewenang DPR dalam ha1 

105 Ibid, halaman. 80. 



membuat undang-undang, menetapkan PP dan menetapkan Perpu. 

Demikian juga DPR mencampuri wewenang Presiden dalam ha1 

menyetujui perang, perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, 

perjanjian intemasional lainnya, pengangkatan duta dan menerima 

penempatan duta negara lain, membahas RUU APBN, serta dalam 

pemberian arnnesti dan abolisi. Wewenang mengenai pertahanan 

keamanan, ketertiban dan diplomatik terrnasuk ke dalam wewenang 

eksekutif. Percampuran kewenangan dilakukan antara kedua lembaga 

tersebut karena masing-masing memilih keterkaitan yang kuat terhadap 

suatu kewenangan. Presiden ikut serta dalam wewenang legislatif karena 

sebagai pelaksana undang-undang, Presiden lebih mengetahui apa 

keperluan dan alubat yang terjad di lapangan pemerintahan. Kemudian, 

DPR ikut serta dalam wewenang Presiden karena wewenang tersebut 

berada dalam lingkaran politis, yang tentunya memerlukan keputusan 

politis pula. Msalnya dalam pengangkatan duta, maka pengangkatannya 

bukanlah berdasarkan persyaratan yang diberlakukan atas pegawai 

administratif (PNS) biasa, melainkan berdasarkan politis. 

3. Percampuran kewenangan lainnya hanya dapat dilakukan dalam ha1 

penentuan wewenang untuk lembaga lain di luar DPR dan Presiden. 

Seperti halnya &lam memilih anggota BPK, pengangkatan dan 

pemberhentian anggota Komisi Yudisial. Anggota BPK, anggota Hakim 

Agung, dan anggota Komisi Yudisial merupakan pihak-pihak yang akan 

menempati lembaga-lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945 Q 



luar DPR dan Presiden, yaitu BPK, Mahkamah Agung dan Komisi 

Yudisial. Adapun mengenai pengangkatan anggota Hakim Konstitusi tidak 

dapat dikatakan sebagai percampuran kewenangan, karena bak  DPR 

maupun Presiden memiliki wewenang tersendiri untuk menetapkan 

masing-masing tiga orang anggota Halum Konstitusi, tanpa ada 

mekanisme saling mencampuri antara keduanya. 

Irnplikasi dari pergeseran kekuasaan legislatif di atas, bahwa Presiden 

dan badan-badan pemerintahan berubah menjadi pelaksana aturan (eksekutif) 

belaka. Kewenangannya untuk mengatur (regeling), jika ada haruslah 

&landasi oleh atribusi dan atau delegasi yang bersurnber dari kewenangan 

parlemen untulc mengatur atau membuat aturan. Alubat lebih lanjut dari 

pemangkasan kekuasaan legislatif Presiden ialah Presiden hanya munglun 

mengatur sesuatu yang lain dari ketentuan undang-undang, apabila materi 

turan bersifat internal administrasi pemerintahan ataupun dalam ha1 terjalnya 

keadaan darurat di mana Presiden benvenang menerbitkan Perpu. Selain itu, 

kewenangan presiden untuk mengatur haruslah bersurnber kepada 

kewenangan legislatif DPR. 

Hal sebaliknya terjadi pada DPR, akibat amandemen UUD 1945, justru 

kekuasaan dan kewenangannya malun menguat dan meningkat tajam. Bahkan 

sebagian kewenangan Presiden yang bersifat mutlak (prerogatlJ) maupun 

kewenangan administratif lembaga tinggi lainnya ikut beralih. 

Memang banyak yang dapat dipersoalkan mengenai materi perubahan 

UUD 1945 yang menyangkut pelaksanaan Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 



tersebut. Misalnya, untuk apa DPD atau kepada DPR ditumpukkan tambahan- 

tambahan kewenangan yang justru &an sangat merepotkan DPR secara 

teknis. Misalnya, untuk apa DPR memerlukan keterlibatan untuk memberikan 

pertimbangan dalam pengangkatan Duta Besar dan Konsul serta penerimaan 

Duta Besar dan Konsul negara sahabat seperti di tentukan dalam Pasal 13 

baru. Perubahan seperti ini justru &an menyulitkan baik bagi pemerintah 

maupun bagi DPR sendiri dalarn pelaksanaan prakteknya. Demiluan pula 

mengenai pertimbangan terhadap pemberian amnesti dan abolisi yang diatur 

dalam Pasal 14 ayat (2) baru yang selama ini ditentukan perlu dimintakan 

kepada Mahkamah Agung, untuk apa Qalihkan ke DPR. Namun demlkian, 

terlepas dari kelemahan atau kritlk-kntik Q atas, semua kewenangan yang 

diatur dalam pasal-pasal tersebut biasanya dipahami berkaitan dengan 

kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Ada yang berhubungan dengan 

pelaksanaan fungsi julkatif seperti pemberian grasi dan rehabilitasi, dan ada 

pula yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi legislatif seperti misalnya 

pernyataan keadaan bahaya yang berkait erat dengan kewenangan Presiden 

untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UTJ (Perpu). 

Sebagai pembanding kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan 

presidensiil di Arnerika Serikat, perlu diketahui karakteristik sistem 

presidensiil di Arnerika Serikat sebagai berikut:lo6 

1. Legislatif, eksekutif dan judikatif merupakan lembaga yang terpisah. 

Narnun demikian mekanisme checks and banlances (saling mengadakan 

'06 Hestu Cipto Handoyo, op.cit, halaman. 107. 



kontrol dan perimbangan) berlangsung diantara ketiganya. Contohnya 

adalah dalam penentuan kabinet dan Hakim Agung, peran Parlemen 

(Senat) menduduki posisi yang sangat penting. Mengingat untuk pengisian 

jabatan-jabatan tersebut hams memperoleh persetujuan Senat. Sedangkan 

Presiden AS hanya mengajukan nominasi calon dan melakukan 

pengangkatan. 

2. Dalam bidang legislatif. Misalnya pembuatan suatu Undang-Undang, 

Congress (yang terdiri dari dua Kamar: House of Representative dan 

Senate) mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang. Akan 

tetapi dalam hal-ha1 tertentu Presiden AS mempunyai hak veto, yakni 

suatu hak yang dimililu oleh Presiden untuk tidak menyetujui suatu RUU 

yang diajukan oleh Congress. 

3. Kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden, dan dalam pelaksanaannya 

dibantu oleh para menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. 

Sedangkan Presiden sendri bertanggung jawab kepada rakyat yang telah 

memilihnya. 

4. Apabila ada perbedaan pendapat antara Presiden dengan Congress 

(utarnanya Senate), Presiden sebagai kepala eksekutif tidak dapat 

dijatuhkan oleh Congress. Presiden tidak dapat diganggu-gugat sebelurn 

masa jabatannya habis. Akan tetapi dalam ha1 adanya suatu kejadian yang 

luar biasa, misalnya Presiden melakukan perbuatan yang melanggar 

hukum, maka Badan Perwakilan dapat menuntut Presiden melalui 

impeachment (pengadilan oleh DPR). Mekanisme impeachment ini tidak 



dlakukan sendiri oleh anggota-anggota DPR, melainkan oleh Halum 

Agung yang dipanggil ke DPR untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

Presiden. 

5. Badan-badan peradilan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Hakim 

peradilan ada yang dipilih oleh rakyat dan ada pula yang dangkat untuk 

seurnur hdup atau selarna tenaganya masih mampu menjalankan tugas dan 

wewenangnya. 

Memperhatikan kekuasaan eksekutif dalarn sistem presidensiil 

Arnerika Serikat tersebut, pada prinsipnya sama sebagaimana yang diatur 

dalam UUD 1945 pasca amandemen. Hanya saja menurut penulis, dengan 

kondisi demokrasi & Indonesia seperti sekarang ini (demokrasi yang sedang 

mencari bentuk) masih diperlukan kekuasaan eksekutif yang besar untuk 

menjaga stabilitas jalannya pemerintahan. 

Sebagai buktinya, dapat dilihat pada jalannya pemerintahan pasca Orde 

Baru yang relatif mudah diguncang oleh situasi politik yang sedang 

berkembang pada saat itu. Alubatnya Presiden sebagai pemegang kekuasaan 

dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan selalu mendapat kntikan 

dan teguran baik dari parlemen maupun masyarakat sehngga &anggap tidak 

marnpu menjalankan pemerintahan. Apabila kondisi ini tidak segera disadari 

sebagai akibat dari berkurangnya kekuasaan eksekutif dalam UUD 1945 

amandemen, bukan tidak munglun akan selalu terjah pada pemerintahan ke 

depan. 



Memang tidak dapat dipungluri, besarnya kekuasaan eksekutif pada 

masa lalu telah melahirkan kepemimpinan yang diktator. Namun ha1 tersebut 

bukan berarti hams terjad pengurangan kekuasaan eksekutif karena masih 

terdapat unsur lain yang juga memberikan kontribusi yang besar terhadap 

lh rnya  kediktatoran berdasarkan UUD 1945 lama yaitu lemahnya checks and 

balances. Menwut penulis, penguatan sistem checks and balances antara 

lembaga tinggi negara merupakan solusi yang paling bijaksana dari pada harus 

mengurangi kekuasaan eksekutif karena seberapapun besar kekuasaan 

eksekutif apabila sistem checks and balances dapat berjalan dengan baik 

tentunya tidak akan terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh eksekutif. 

&bat dari pengurangan kekuasaan eksekutif (terlalu banyaknya 

kewenangan DPR dalam kekuasaan eksekutif) dalam UUD 1945 amandemen 

sekarang ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap hilangnya 

otoritas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan karena akan 

selalu terpengaruh dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada Q DPR. Jika 

dipandang &lam konteks checks and balances, ha1 tersebut cukup beralasan, 

narnun di sisi lain dapat berimbas pada ketidakmampuan Presiden untuk 

menjalankan pemerintahan sebagai yang telah djanjikan kepada rakyat 

(konstituennya) ketika Pernilu Presiden yang dkarenakan dalarn tubuh 

pemerintah telah menjadi ajang untuk adu kekuatan politik yang ada di DPR. 

Selanjutnya dapat dilihat pada era kepemimpinan pasca Orde Baru, harnpir 

semua Presiden yang terpilih selalu diikuti adanya "mosi tidak percaya oleh 

rakyat" karena tidak dapat memenulu janjinya. 



Selain itu, kewenangan DPR dalam kekuasaan eksekutif tersebut 

sebenarnya juga mencerminkan inkonsistensinya pasal-pasal dalam UUD 

1945, khususnya berkaitan dengan pertanggung jawaban Presiden yang tidak 

lagi kepada MPR (yang mayoritas anggotanya DPR) yang berarti kedudukan 

antara Presiden, DPR, dan MPR adalah sejajar. Hal ini menimbulkan 

pertanyaan ketika Presiden menjalankan otoritasnya sebagai pemegang 

kekuasaan pemerintahan kenapa harus dengan pertimbangan DPR?, kenapa 

hams dengan persetujuan DPR?. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kondisi di atas, maka 

sebaiknya kekuasaan eksekutif di masa mendatang harus diperbesar lagi 

walaupun tidak sebesar sebelum amademen ULTD 1945 tapi setidaknya terjacb 

pemisahan yang tegas antara: 

1. Kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yaitu Presiden 

mengemban amanat rakyat sebagai konstituennya karena dpilih langsung 

oleh rakyat. 

2. Kekuasaan eksekutif yang bersifat politis yaitu Presiden sebagai unsur 

politik karena dicalonkan oleh Partai Politik. 

Dengan demilan Presiden dapat menjalankan pemerintahan tanpa 

"dgoyang" oleh kekuatan politlk sehingga mampu memperbail kondisi 

bangsa Lndonesia yang sedang dilanda krisis multi dimensi ini, karena 

Presiden akan kesulitan untuk dapat bekerja dengan baik jika setiap 

langkahnya selalu di bebani dengan kepentingan politik clan berbagai 

kekuatan politik d legislatif yang selalu berusaha mendominasi d setiap 



bidang, dengan harapan dapat mendulang suara di Pemilu legislatif berikutnya 

dan seringkali mengabaikan serta mengorbankan kepentingan rakyat sekaligus 

kepentingan bangsa. 



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Kekuasaan yang sangat besar pada eksekutif dalam UUD 1945 sebelum 

amandemen diberikan karena pendirian suatu negara &perlukan adanya 

sistem pemerintahan yang stabil, selain itu UUD 1945 hanya bersifat 

sementara yang diperlukan untuk melengkapi kemerdekaan bangsa 

Indonesia sehmgga pemberian kekuasaan eksekutif yang besar tersebut 

sebenarnya juga bersifat sementara saja. Akan tetapi pada prakteknya 

kekuasaan eksekutif yang besar tersebut dipertahankan demi 

melanggengkan kekuasaan pemimpin negara yang sedang berkuasa 

sebagaimana yang telah terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. 

2. Terjadinya pergeseran pada kekuasaan eksekutif setelah UUD 1945 

diarnandemen disebabkan oleh lemahnya checks and balances dalam 

penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan ULTD 1945 sebelum 

amandemen yang oleh beberapa pakar Hukurn Tata l'egara lsebut 

sebagai salah satu kelemahan CUD 1945. Lemahnya checks and balances 

tersebut telah menciptakan pemerintahan yang diktator l masa lalu, 

sehngga pergeseran kekuasaan eksekutif ke lembaga legislatif menjadi 

salah satu agenda utama dalam amandemen UUD 1945. 

3. Prospek kekuasaan eksekutif dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia di 

masa yang akan datang diharapkan kewenangan mutlak Presiden (hak 



prerogatif) tidak dikaitkan dengan DPR kecuali yang berhubungan dengan 

politik, karena bagaimanapun juga Presiden hams 

mempertanggunjawabkan jalannya pemerintahannya kepada rakyat secara 

manhri tanpa diikuti dengan DPR. Hal ini jelas tidak sesuai dengan makna 

yang terkandung dalam amandemen UUD 1945 khususnya tentang 

pemilihan pemilihan Presiden secara langsung yang artinya Presiden sudah 

bukan lagi sebagai mandataris dan tidak bertanggungjawab kepada 

parlemen (MPR, DPR, dan DPD), tetapi dalam melaksanakan hak 

prerogatifhya, Presiden hams selalu minta pertimbangan dan persetujuan 

kepada DPR sedangkan kedudukannya sej aj ar. 

B. Saran 

1. Terjadinya pergeseran kekuasaan eksekutif ke DPR, di satu sisi memang 

positif karena mampu menciptakan sistem checks and balances yang lebih 

baik. Namun yang perlu diperhatikan adalah adanya penumpukan 

kekuasaan pada legislatif hams diimbangi pula oleh kemampuan sumber 

daya manusia yang duduk di kursi legislatif. Hal ini berkaitan dengan 

kemampuan DPR dalam bidang legislatif selama ini masih banyak yang 

kurang memadai. 

2. Amandemen UUD 1945 yang selain menciptakan pergeseran kekuasaan 

eksekutif ke DPR, juga memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan 

antara eksekutif dengan legislatif dimana masing-masing lembaga saling 

membatasi kekuasaan satu sama lain. Namun pada pembatasan hak 

prerogatif Presiden sebaiknya dipertimbangkan lagi akibat dan 



pengaruhnya pada penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif Oleh 

karena itu perlu luranya diagendakan lagi untuk melakukan amandemen 

UUD 1945 berikutnya. 
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